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BAB I

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

1.1 Latar Belakang
Seiring dengan derasnya arus globalisasi saat ini yang mana setiap individu

sering melupakan bahkan mempertanyakan nilai-nilai yang ada dalam pancasila maka
dirasakan makin kuat pula desakan untuk terus menerus mengkaji nilai-nilai yang
terkandung dalam pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang
berlaku di negara Republik Indonesia ini.

Berbicara tentang nilai, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila memiliki
arti yang mendalam baik itu secara historis maupun pengamalannya dalam kehidupan
bermasyarakat. Nilai-nilai pancasila ini bagi bangsa Indonesia meupakan landasan
atau dasar, cita-cita dalam malkukan sesuatu juga sebagai motivasi dalam
perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat maupun dalam
kehidupan kenegaraan.

Bila kita lihat babak pergantian pemerintahan di Indonesia, tanpa disadari,
pancasila sedikit mengalami perubahan dalam hal penghayatannya. Setidaknya
penghayatan yang berbeda ini telah berdampak bagi reformasi hukum di indonesia.
Pancasila telah menjiwai anak-anaknya untuk terus mempertahankan cita-cita yang
ada hingga masa reformsi kini. Akan tetapi perubahan yang terjadi selalu membawa
dampak baik itu yang positif dan negatif. Akan tetapi kita patut bersyukur semenjak
pergerakan G 30 S yang didalangi PKI usaha untuk menjatuhkan pancalsila tidak
pernah terjadi lagi.

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, nilai-nilai kepancasilaan yang kita
pertahankan tersebut yang ada, seakan dikesampingkan dan itu menjadi sebuah
permasalahan baru dewasa ini. Pertanyaan yang paling dikedepankan adalah
bagaimana bentuk nyata penerapan yang cocok terhadap nilai-nilai pancasila tersebut
di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, berbangsa dan bernegara seiring dengan
derasnya arus globalisasi dan juga bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan masyarakat.

Pancasila adalah sebuah hasil pemikiran, perenungan yang mendalam dari
beberapa tokoh nasional Indonesia yang berisi ajaran, falsafah yang memuat nilai-
nilai yang luhur dari Bangsa Indonesia. Lepas dari semua usaha-usaha untuk
mempolitisi keberadaan Pancasila baik sebagai dasar negara, pandangan hidup
maupun ideologi Bangsa Indonesia, kita masih mengakui bahwa Pancasila masih
menjadi Dasar Negara Indonesia.

Menjadi tugas kita bersama, sebagai bangsa Indonesia untuk selalu menjaga
kemurnian ajaran yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai Dasar Negara
Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan kemudian diundangkan dalam Berita
Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik
Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai
dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung
dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain, dalam kedudukan yang
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seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup
bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi
kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda
oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam
gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara
ataupun ideologi, namun demikian perlu segerakita sadari bahwa tanpa suatu platform
dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat
survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk
mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik
Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No.
XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia.
Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada
Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas
tunggal Pancasila.

Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang
harus segera diakhiri, dan menjadi tugas dari dunia pendidikan tinggi untuk mengkaji
dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu
memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada
masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat
beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga
mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan
kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideologi Pancasila
berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya  mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa.

1.2 Proses terjadinya TAP MPR No. 110MPR/1978
Apabila kita telusuri kembali tahun-tahun pertama lahirnya Orde Baru, yang

merupakan awal dari tekad baru seluruh bangsa kita untuk melaksanakan kembali
kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita akan teringat
kembali bahwa sejak tahun 1966 Kepal Negara secara teratur dan terus-menerus
mengajak kita semua untuk memahami secara dengan penuh kesungguhan dan secara
benar melaksanakan apa yang ditujukan oleh pandangan idup dan dasar negara kita
itu.

Ajakan itu perlu kita perhatikan karena mewujudkan masyarakat Pancasila
itulah akhir segala gerak langkah bangsa kitaa dalam kehidupan kemasyarakatan dan
kenegaraan, terutama melalui pembangunan di segala bidang. Dengan memahami
secara mendalam dan benar, serta dengan mengamalkan Pancasila itu, kita akan
berjalan dengan lurus dan dengan selamat pada tujuan perjalanan panjang bangsa
Indonesia seperti yang sejak semula menjadi kemerdekaan Nasional kita.

Pada tanggal 12 April 1976, untuk pertama kalinya Presiden mengemukakan
gagasan –gagasannya mengenai pedoman untuk menghayati dan menjabarkan
Pancasila yang beliau beri nama “Ekaprasetia Pancakarsa”.
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Ada dua buah  bahan pertimbangan yang diajukan oleh Presiden kepada MPR,
yang pertama mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara dan yang kedua mengenai
“P-4”. Kedua bahan pertimbangan tersebut merupakan hasil kerja “Team Penghimpun
Bahan-Bahan Sidang MPR” yang lebih dikenal sebagai “Team Sebelas”, karena
terdiri dari sebelas orang. Team ini menghimpun dan menyaring bahan yang telah
disusun oleh Dewan Pertimbangan Keamanan Nasional yang antara lain mencakup
sumbangan dan pikiran dari hamper seluruh Universitas kita, dari cerdik-pandai, dari
pemuka-pemuka masyarakat dan dari berbagai lapisan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya MPR
memiliki alat-alat kelengkapan, ialah Badan Pekerja(BP) dan MPR dan komisi MPR.
Salah satu tugas dari BP MPR in adalah mempersiapkan Rancangan Acara dan
RAncangan Putusan-Putusan Sidang Umum atau Sidang Istimewa Majelis. Oleh
peraturan Tata Tertib MPR antara lain ditentukan bahwa rapat-rapat BP MPR harus
telah diselenggarakan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum sidang umum atau
sidang Istimewa berlangsung. Mengingat bahwa Sidang Umum MPR untuk tahun
1978 akan berlangsung dalam bulan Maret 1978, maka BP MPR untuk tahun 1978
akan berlangsung mengadakan rapat-rapatnya dalam bulan Oktober 1977, yang terus
berlangsung sampai dengan bulan Januari 1978. Selanjutnya dalam melaksanakan
tugasny, BP MPR telah membentuk tiga buah Panitia Ad. Hoc. Satu diantaranya, ialah
Panitia Ad Hoc II, bertugas untuk menyusun Rancangan Ketetapan MPR tentang “P-
4”. Bahan pembahasan panitia Ad Hoc. II adalah rancangan Naskah “P-4” yang telah
diajukan oleh Presiden sebagai bahan pertimbangan pada majelis, yang merupakan
lampiran dari pidato Presiden yang disampaikan pada upacara pengambilan
Sumpah/janji para Anggota MPR pada tanggal 1 Oktober 1977.

Setelah mengadakan rapat-rapat selama dari tiga bulan, panitia Ad Hoc. II
MPR datang pada kesepakatan-kesepakatan berikut. Pertama, bahwa “P-4”
merupakan penunutun dan pegangan hidup bermasyarakat dan bernegara bagi setiap
warga Negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga
kenegaraan/lembaga kemasyaraakatan, baik pusat maupun daerah dan dilaksanakan
secara bulat dan utuh. Kedua, khusus mengenai Pedoman tentang Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dan pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dipandang
perlu ada penjelasan, penjelasan ini dianggap perlu oleh Panitia Ad Hoc. II karena
masalah-masalah yang menyangkut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dianggap cukup peka. Panitia Ad Hoc. II ini menghasilkan Rancangan
Ketetapan MPR tentang “P-4” yang kemudian diterima oleh BP MPR dan selanjutnya
merupakan bahan yang akan diputus oleh MPR dalam siding Umum bulan Maret
1978. Dalam rapat-rapat BP MPR telah berbicara wakil-wakil seluruh Fraksi yang ada
di dalamnya. Semua fraksi mempunyai pandangan yang sama, ialah memandang perlu
adanya “P-4” dan perlunya menjaga kelestarian Pancasila.

Dengan bahan-bahan yang telah disiapkan secara masak-masak dan melalui
permusyawaratn-permusyawaratan yang sangat mendalam dalam BP MPR itulah
Majelis yang besar memasuki sidang Umum yang berlangsung serlama dua belas hari
dari tanggal 11 Maret s/d 23 Maret 1978.. untuk membahas bahan-bahan yang harus
diputuskan, maka mejelis telah membentuk tiga buah komisi. Satu diantara ketiga
komisi ini ialah Komisi B, menggarap Rancangan Ketetapan tentang “P-4”. Sama
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dengan Suasana dalam rapat panitia Ad Hoc. II maka dalam rapat-rapat Komisi B,
juga tampak kesamaan pandangan antara semua fraksi, ialah bahwa dirasa perlu
adanya “P-4” demi kelestarian Pancasila. Yang belum tercapai kesepakatan adalah
juga mengenai bentuk hukum dari penuangan pedoman tersebut. Semua fraksi
menyatakan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu nafas dengan kehidupan
bangsa dan negara kita. Selama sidang Umum MPR berkembang kesepakatan bahwa :
(1) MPR harus dapat mengambil keputusan mengenai “P-4”, (2) sidang Umum MPR
dibatasi oleh waktu, dan (3) bahwa dalam hal MPR tidak dapat mencapai mufakat
bulat, maka keputusan-keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak, yang
memang dimungkinkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Tata Tertib
MPR. Dan pada tanggal 21 Maret 1978, hari Selasa, hari kesebelas dari Sidang Umum
MPR tahun 1978, dengan suara terbanyak Rapat Paripurna MPR mengambil
keputusan mengenai ketetapan MPR tentang “P-4”, yang merupakan Ketetapan MPR
No. II/MPR/1978.

1.3 Butir-Butir P4
Butir-butir Pancasila ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978

tentang Ekaprasetia Pancakarsa. Di dalamnya, lima sila dalam Pancasila dijabarkan
menjadi 36 butir pengamalan, sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila
untuk setiap warga negara Indonesia. Berikut adalah 36 Butir-Butir Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) berdasarkan TAP MPR No.
II/MPR/1978 :

I. SILA PERTAMA : KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama

dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab.

2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama & penganut-

penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan

hidup.

3. Saling hormat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan

agama dan kepercayaannya.

4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

II. SILA KEDUA : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban

antara sesama manusia.

2. Saling mencintai sesama manusia.

3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
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6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

7. Berani membela kebenaran dan keadilan.

8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat

manusia, karena itu kembangkan sikap hormat-menghormati dan

bekerjasama dengan bangsa lain.

III. SILA KETIGA : PERSATUAN INDONESIA

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa

dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.

4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan bertanah Air Indonesia.

5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-

Bhinneka Tunggal Ika.

IV. SILA KEEMPAT : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT

KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana

kekeluargaan dan gotong-royong.

2. Bersikap adil.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak-hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

7. Tidak bersifat boros.

8. Tidak bergaya hidup mewah.

9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

10. Suka bekerja keras.

11. Menghargai hasil karya orang lain.

12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan

berkeadilan sosial.

Sejak tahun 2003, berdasarkan TAP MPR no. I/MPR/2003, 36 butir pedoman pengamalan

Pancasila telah diganti menjadi 45 Butir-Butir Pengamalan Pancasila.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
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Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

1. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama
dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kepada orang lain.

Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa

membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan

sosial, warna kulit dan sebagainya.

2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

3. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

4. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

7. Berani membela kebenaran dan keadilan.

8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

9. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan

negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
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4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial.

5. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

6. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaran / perwakilan

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil

musyawarah.

5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil

keputusan musyawarah.

6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan

golongan.

7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan

Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran

dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan

pemusyawaratan.

Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan

dan kegotongroyongan.

1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Menghormati hak orang lain.

4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

5. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap

orang lain.
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6. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup

mewah.

7. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan

umum.

8. Suka bekerja keras.

9. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan

kesejahteraan bersama.

10. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan

berkeadilan sosial.

1.4 Pola Pelaksanaan P4

Pola pelaksanaan pedoman pelaksanaan pengamalan pancasila dilakukan agar Pancasila

sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara Indonesia.

1. Jalur-jalur yang digunakan

1) Jalur pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, Dalam

pendidikan formal semua tindak-perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur

Pancasila. Dalam pendidikan nonformal pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan

dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses pendarah-dagingan nilai-nilai

Pancasila dengan baik dan menuntut suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan

masyarakat juga turut menentukansehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh supaya

menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila.

2) Jalur media massa

Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai

sekarang sangat kuat. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga

semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi dan internet.

3) Jalur organisasi sosial politik

Organisasi sosial politik adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya

masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya

2. Penciptaan suasana yang menunjang

1) Kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan

Penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan merupakan salah satu jalur

yang dapat memperlancar pelaksanaan pedoman pengamalan pancasila dimana aspek sanksi

atau penegakan hukm mendpat penekanan khusus.
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2) Aparatur negara

Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif di dalam menciptakan suasana dan keadaan yang

mendorong pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila. Dan aparatur pemerintah sebagai

pelaksana dan pengabdi kepentingan rakyat harus memahami dan mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

3) Kepemimpinan dan pemimpin masyarakat

Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal

bagaimana pola dengan pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila dan menyuruh

bawahan atau umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila. begitu

Pengamalan pancasila akan tetep lestari.
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BAB II

Penyusunan dan Rumusan UUD 1945

2.1 Pengertian UUD 1945

Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16
bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat
berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat
Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3
pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam risalah sidang tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah, sebagai naskah perbantuan dan
kompilasi tanpa ada opini.

Sejarah Awal

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada
tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang
pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945,
Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.
Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri
dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD
1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam
bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD
1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945
Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah
Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17
Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena
Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat
Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan
legislatif diserahkan kepada KNIP , karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14
November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama,
sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia
terhadap UUD 1945.

Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan
bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian
yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan
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dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa
Indonesia adalah Negara Kesatuan.

Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering
disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya
pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan
partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi
Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar
bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai
dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara,
bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia

Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)

Gambar 1. Perangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 sen

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur
kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli
1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya
memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua
DPA menjadi Menteri Negara

2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945
dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi
konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu :
1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan
untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan
terhadapnya

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain
menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus
minta pendapat rakyat melalui referendum.
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan
pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.

Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan
oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen)
terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada
masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di
tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu
"luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945
tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti
tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi
dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan
atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta
mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

2.2 Kedudukan dan sifat UUD 1945

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari
keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau
kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang
pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan
MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No.
III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
3. Peraturan Pemerintah,
4. Peraturan Presiden,
5. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi :

Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Provinsi bersama dengan Gubernur;
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa

atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hokum dasar,

melainkan hanya merupakan sebagian dari hukum dasar, masih ada hukum dasar yang lain,
yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara -
meskipun tidak tertulis – yaitu yang biasa dikenal dengan nama ‘Konvensi’. Konvensi
merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaaan, dimana Konvensi tidak terdapat dalam UUD
1945 dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Undang-undang dasar hanya memuat 37 Pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat
peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan undang-
undang dasar Pilipina.

Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok,
hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara
negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang tertulis
hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan
pokok itu diserahkan kepeda undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah
dan mencabut.

Perlu senantiasa diingat dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.
Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, jaman berubah, oleh karena itu dinamika
kehidupan masyarakat dan negara tidak bisa dihentikan. Berhubungan dengan hal ini, tidak
bijak jika tergesa-gesa memberi kristalisasi, meberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-
pikiran yang mudah berubah.

Sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu maakin supel (elastis) sifat
aturan tersebut akan semakin baik. Jadi kita harus menjaga supaya system Undang-Undang
Dasar tidak ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membuat Undang-undang yang mudah
tidak sesuai dengan keadaan (verouderd).
Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

a. Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang
mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap
warga negara.

b. Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD
1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan
pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman,serta
memuat hak-hak asasi manusia.

c. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus
dilaksanakan secara konstitusional.

d. Undang-Undang Dasar 1945,dalam tertib hukum Indonesia,merupakan peraturan
hukum positif yang tertinggi. Disamping itu, juga sebagai alat kontrol terhadap
norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.
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PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ISI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Alinea I memuat dasar/motivasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya
(secara obyektif) dinyatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia ini tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikedilan. Untuk itu (secara subyektif) bangsa Indonesia
memiliki aspirasi untuk membebaskan diri dari penjajahan itu guna membangun masa depan
bersama yang lebih baik.

Alinea II memuat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan pernyataan
kemerdekaan Indonesia itu berarti perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada
saat yang berbahagia.

Pernyataan kemerdekaan itu sendiri barulah awal dari proses pembangunan bangsa ini
menuju kepada negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea III memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di situ ditegaskan
bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu selain upaya manusia, juga tidak terlepas dari
berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Dengan demikian tampak jelas ada keseimbangan
antara motivasi material dan spiritual dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu.
Keseimbangan ini pula yang selalu eksis dalam pernjuangan mengisi kemerdekaan berupa
pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.

Alinea IV memuat tujuan nasional, penyusunan negara hukum, benttuk negara
Republik Indonesia, negara berkedaulatan rakyat, dan lima dasar negara (yang kemudian
dikenaldengan Pancasila). Fungsi dan tujuan negara Indonesia secara gamblang ditegaskan
dalam alinea ini, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesiadan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketrtiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar
(UUD1945). Di situ juga ditegaskan bahwa bentuk negara yang dipilih adalah republik, yang
berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila.

2.3 Pokok Pikiran UUD 1945

Semua alinea Pembukaan UUD 1945 di atas, apabila ditelaah secara mendalam,
ternyata diilhami oleh empat pokok pikiran.

Pokok Pikiran I menyatakan, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sekaligus berarti, dalam Pembukaan UUD 1945
diterima aliran pengertian (paham) negara persatuan, negara yang melindungi danmeliputi
segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Aliran
inilah yang kemudian dikenal sebagai paham negara persatuan (integralistik atau
kekeluargaan). Tampak di sini, bahwa pokokpikiran ini identik dengan Sila ke-3 dari
Pancasila.

Pokok Pikiran II menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-5 dari Pancasila.
Pokok Pikiran III menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan
danpermusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam
Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasar atas permusyawaratan
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perwakilam. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-4
dari Pancasila.

Pokok Pikiran IV menyatakan, bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang
Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara
negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita
moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila.

Kesimpulan penjelasan diatas menegaskan bahwa Pokok-pokok pikiran dari
Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah Pancasila itu sendiri dan dijabarkan dalam pasal-
pasal Batang Tubuh UUD 1945.

2.4 Prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD

A. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari  37 pasal ditambah empat
pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan , disamping mengandung semangat
dan merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan
terpadu.[1] Yang pada dasarnya, di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar memuat pasal-
pasal yang berisi tentang:

1. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara yang didalamnya
termasuk pengaturantentang kedudukan ,tugas, wewenang, dan tata hubungan dari
lembaga-lembaga negara dan dan pemerintah.

2. Pasal-pasalyang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga negara dan
penduduknya secara timbal-balik serta dipertegas oleh Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 berisi konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan : politik, ekonomi,
sosial-budaya, dan hankam, kearah mananegara,bangsa, dan rakyat Indonesia akan
bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.
Disamping mengandungmateri-materi tersebut ,batang tubuh Undang-Undang Dasar

memuat pula hal-hal lain , seperti bendera, bahasa, dan perubahan Undang-Undang Dasar.
Dalam hal ini sekali perlu disadari bahwa materi materi itu merupakan kesatuan dan tercakup
secara bulat dalam Batang Tubuh (dan penjelasan) Undang-Undang Dasar 1945.

B. Prinsip-Prinsip Yang Terkandung Dalam Batang Tubuh UUD 1945

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Negara Kesatuan Repulik Indonesia

Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang berbentuk
Republik. Bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat adalah negara
Kesatuan yang bernafaskan Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila.

2. Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila
Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak -
hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak
kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan lain-lain. Hak-hak dasar melekat pada diri
pribadi manusia dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Barangsiapa merampas
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hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak milik seseorang berarti melanggar
hak kemanusiaan.

Disamping hak asasi,terdapat kewajiban asasi. Kalau dalam masyarakat yang
individualistis, tuntutan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sedikit berlebih-lebihan sehingga
merugikan masyarakat, maka dalam masyarakat pancasila dilaksanakan secara seimbang
sebagai manusia yang bersifat kekeluargaan.

Contoh – contoh perwujudan hak – hak asasi manusia berdasarkan pancasila ini lebih
tegas dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 Undang – Undang Dasar 1945. Sebaiknya
contoh kewajiban – kewajiban asasi adalah kewajiban belajar, kewajiban memberikan suara,
kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga keamanan, kewajiban membela negara,
tunduk dan taat menjalankan segala aturan negara.
3.   Sistem Kebudayaan Nasional

Dalam pasal 32 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah
memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan
pembinaan dan pembangunan kebudayaan Indonesia.

Unsur – unsur kebudayaan asing dapat diterima ke dalam kebudayaan nasional
dengan syarat lebih mengembangkan kebudayaan nasional dan tidak bertentangan dengan
Pancasila. Disamping itu karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa,
mempunyai adat istiadat dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, maka tidak perlu
memperbandingkan perbedaan bentuk dan wujud (gatra) yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat kita, malah sebaliknya dengan keanekaragaman tersebut akan saling
melengkapi dan saling memperkaya suatu kesatuan sebagai khasanah kebudayaan kita.
Dengan demikian peri kehidupan masyarakat akan lebih serasi yang akan menuju tingkat
kemajuan dan pengembangan (apresiasi) yang merata dan seimbang.

4.   Pembelaan Negara

Seperti yang telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 Undang – Undang 1945
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta didalam pembelaan
negara. Letak kepulauan Nusantara yang strategis dan berbeda diposisis silang sebagai suatu
kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa ancaman salah satu segi kehidupan pada
hakikatnya adlah merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia secara
keseluruhan . dan oleh karenanya Bangsa Indonesia sebagai warga negara mempunyai
kewajiban untuk membela keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu prinsip
wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu dikembangkan.

C. Sistem Pemerintahan Negara

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam
penjelasan Undang-undang Dasar 1945 . Didalam penjelasan itu tercantum tujuh butir kunci
pokok yang merupakan sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945. Ketujuh kunci
pokok itu ialah sebagai berikut :
1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum ( rechtsstaat)

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan ats kekuasaan
belaka (machtsstaat). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis
konstitusional , Hal itu ditegaskan dalamsistem pemerintahan Negara yang tercantum
dalam Penjelasan UUD 1945.
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Negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan
berdasarkan peraturan hukum . Dalam negara hukum terdapat prinsip-prinsip berikut :
a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, meliputi persamaan dalam

bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan atau

kekuatan lain.
2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die
Gezamte Staatgewalt Liegt allein bei der Majelis).
Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan
Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan
Undang-undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini
mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala negara (wakil
presiden).majelis inilah yang memengang kekuasan negara yang tertinggi,sedang
presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah di
tetapkan oleh majelis.Presiden yang di angkatoleh majelis,tunduk dan bertanggung
jawab kepada majelis , tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.

4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinngi di bawah Majelis.
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan: “ Di bawah majelis
Permusyaswaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi. Dalam menjalankan Pemerintahan Negara ,kekuasaan dan tanggung jawab
adalah di tangan Presiden.Sistem ini logis, karena Presiden diangkat oleh Majelis .
Presiden bukan saja diangkat oleh majelis , tetapi dipercaya dan diberi tugas un tuk
melaksanakan kebijaksanaan rakyat yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara
ataupun Ketetapan MPR lainnya. Oleh karena itu Presiden adalah yang memegang
tanggung jawab atas jalannya pemerintahan yang dipercayakan kepadanya dan
mempertangggungjawabkan kepada Majelis bukan kepada badan lain.

5. Presiden tidak bertanggung jawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat
pertujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang dan untuk
menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara . Oleh karena itu , Presiden
harus bekerja bersama-sama dengan Dewan , akan tetapi Presiden tidak bertanggung
jawabkepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung daripada Dewan.

6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden ; Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab
kepada Dewan Perwakilan RakyatPresiden mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi
tergantung daripada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas
Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan : “ Meskipun Kepala Negara
tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”,
artinya , kekuasaan tidak terbatas.

11. Diatas telah ditekankan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Pemusyawaratan
Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh – sungguh seara dewan
Perwakilan Rakyat.
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2.5 Pandangan Umum Sistem Ketatanegaraan

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah
dibangunnyasuatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan
konsekuen pada paham “kedaulatan rakyat” dan “Negara hukum” (rechstaat). Karena itu,
dalam konteks penguatan sistem hukum yang diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia
mencapaitujuan bernegara yang di cita-citakan, maka perubahan atau amandemen UUD
1945merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh bangsa
Indonesia.Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia tercermin pada UUD 1945. Sejak merdeka
pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, Indonesia telah beberapa kali mengalami
perubahan konstitusi. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan sejarah ketatanegaraan
Indonesia yang terus mengalami dinamika menuju suatu tatanan pemerintahan Negara
Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa konstitusi atau UUD yang pernah berlaku di
Indonesia sejak kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Konstitusi-
konstitusi tersebutantara lain:1. UUD 19452. UUD RIS 19493. UUDS 19504. UUD 19455.
UUD 1945 hasil amandemenKarena pelaksanaan sistem ketatanegaraan kita bersumber dari
UUD 1945, maka dari beberapa kali penyempurnaan yang dilakukan pada UUD 1945 yang
telah mengalami beberapa kali amandemen menunjukkan masih adanya kekurangan yang
masih harus terusdisempurnakan. Kembali lagi pada kasus masalah pelanggaran dan
penyelewengan terhadapUUD 1945 yang telah dibuat, membuat pelaksanaannya belum
berjalan maksimal sehinggamasih banyak kekacauan yang terjadi terhadap bangsa ini. Untuk
itu sangat dibutuhkankesadaran hukum yang tinggi pada diri masing-masing warga Negara
untuk menjaga danmenegakkan hukum yang sudah ada agar tercipta kenyamanan dan
keamanan di NegaraIndonesia. Jika pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya dan
sanksi yang tegasdiberikan kepada para aparat atau siapapun yang melakukan pelanggaran
dan penyelewengan, sistem ketatanegaraan kita sudah cukup bagus.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, Indonesia mengalami perubahan mendasar
mengenaisistem ketatanegaraan. Karena itu perlu dibuat suatu konvensi mengenai
kategorisasinomenklatur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan RI.Dapat kita lihat
bahwa pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapatahun ini Indonesia
mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai systemketatanegaraan. Dalam hal
perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah
empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUDtersebut, yang semula terdiri
atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya, berubahmenjadi hanya terdiri atas
Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, yang semulaada dan kedudukannya
mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKItanggal 18 Agustus 1945,
dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan,diubah dan ada pula yang
dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahanmendasar UUD 1945
setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksanakedaulatan rakyat, dan
penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelumamandemen, kedaulatan yang
berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat.
Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah denganutusan dari daerah-daerah
dan golongan-golongan itu, demikian besar dan luaskewenangannya. Antara lain mengangkat
dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara, serta
mengubah Undang-Undang Dasar.Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan
negara belum cukup didukungketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang
kehidupan yang demokratis,supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi



19

manusia dan otonomidaerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek
penyelengaraan negara yangtidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai
berikut:
a. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada

presiden.
b. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan

demokrasiformal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh
pemerintah.

d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang
berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

2.6 Ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan Rumusan UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkatUUD
1945 atau UUD '45, adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945
disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17
Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden5 Juli 1959 kembali
memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22
Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia.

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16
bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat
berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat
Aturan Tambahan), serta Penjelasan.Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki
20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan
Kompilasi Tanpa Ada Opini. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)
yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD
1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai dengan
tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi
nama Pancasila. Kemudian BPUPK membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang untuk
menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPK
membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang
akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan
kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam
Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan
oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.
Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena
hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa
Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD
1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
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Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya
karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945memutuskan bahwa KNIP
diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November
1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga
peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD
1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata
menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23
(hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD
1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam
kita.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral",
diantara melalui sejumlah peraturan:
a. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk

mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
b. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan

bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta
pendapat rakyat melalui referendum.

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan
TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen)
terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada
masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di
tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu
"luwes" (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945
tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti
tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi
dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan
atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta
mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan
dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR :
a. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD

1945
b. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
c. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD

1945
d. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD

1945
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B. PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1) Makna pembukaan UUD 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia
Apabila UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, maka
pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan
tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang
ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan bangsa-bangsa
di Dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara khidmat dalam (4) alenia itu, setiap
alenia dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-
nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung
tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada dimuka bumi. Lestari, karena mengandung
dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan Negara
selama bangsa Indonesia tetap setia terhadap Negara proklamasi 17 Agustus 1945.

2) Makna alenia-alenia pembukaan UUD 1945
Alenia pertama dari pembukaan UUD 1945, menunjukan kuatnya pendirian bangsa

Indonesia menghadapi masalah . dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia
bertekkad untuk merdeka , tetapi akan terus berdiri di barisan paling depan untuk
menentang dan menghapuskan penjajahan diatas dunia.

Alenia kedua menunjukan kebanggaan dan peghargaan kita atas perjuangan bangsa
Indonesia selama ini. ini juga berarti adanya kesadaran bahwa, keadaan sekarang tidak
dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan
menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alenia itu jelas apa yang dikehendaki dan
diharapkan oleh para pengantar kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap jiwa
bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alenia ini menunjukan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian :
a. Bahwa perjuangan pergerakan di Indonesia telah pada tingkat yang menentukan.
b. Bahwa momentum yangtelah berhasil dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk

menyatakan kemerdekaan.
c. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan ahir tetapi masih harus terus

diisi dengan mewujudkan bangsa Indonesia yang merseka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

Alenia yang ketiga menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil
bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaanya, tetapi juga menjadi keyakinan,
motivasi sepiritual, bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu
diberkati oleh Allah yang maha kuasa. Dengan ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia
mendambakan kehidupan yang berkeseimbanan kehidupan material dan sprituil,
keseimbangan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Alenia keempat merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar
untuk mencapai ttujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan
perjuangan bangsa Indonesia dirumuskan dengan: “Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumph darah Indonesia, dan untuk memeajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sedangkan
prinsip besar yang tetap dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan:
menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar
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Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila. Dengan rumusan yan panjang dan
padat ini, alenia keempat pembukaan Unang-undang Dasar sekaligus menegaskan :
a) Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memejukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.

b) Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
c) Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.

C. BATANG TUBUH UUD 1945

UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, juga merupakan rangkakian
kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Didalamnya berisi materi yang dibedakan
menjadi dua, yaitu :
a. Pasal-pasal yang berisi materi sistem pmerintahan Negara, didalamnya termasuk

pengaturan kedudukan, tugas, wewenang dan berkesinambungan dengan kelembagaan
Negara.

b. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan Negara dengan warga Negara dan
penduduknya serta dengan dipertegas dalam pembukaan UUD 1945, yang berisi
konsepsi Negara diberbagai bidang: PolEkSosHanKam dan lain-lain.
Sistem pemerintahan Negara Indonesia di jelaskan dengan teran dan sisematis dalam

penjelasan UUD 1945, didalam penjelasan itu dikenal 7 buah kunci pokok :
a. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaan). Negara

Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan tatas kekuatan belaka
(Machtsstaan).

b. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi,tidak bersifat
absolutisme.

c. Kekuasaan Negara yang tertinggi,ditangan MPR (Die gezamte staat gewalt lieght
elleim beir der majelis). Kedaulatan rakyat di pegang oleh suatu badan yang bernama
MPR, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang MPR yang
menentukan jalanya bangsa dan Negara yaitu berupa :

a. Menetapkan UUD
b. Menetapkan GBHN
c. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
d. Presiden adalahpenyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah

MPR,penjelasan UUD 1945 menyatakan dibawah MPR, Presiden ialah penyelenggara
kekuasaan tertinggi.

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, juga dijelaskan dalam UUD 1945.
f. Menteri Negara adalah pembantu presiden. Mentri Negara tidak bertanggung jawab

kepada DPR.Penjelasan UUD 1945 menyatakan :’’Presiden mengangkat dan
memperhentikan menteri-menteri Negara
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g. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Penjelasan UUD 1945 menyatakan:
meskipun kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator
artinya kekuasaannya tidak terbatas.

Melihat sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya sebelum
perubahan UUD 1945 terdapat berbagai ketentuan yang dijadikan dasar hukum
pembentukan undang-undang, di luar yang di sebutkan dalam undang-undang dasar yang
berlaku saat itu. Sejak proklamasi 17 agustus 1945, hingga periode sekarang, setidaknya
sudah 4 kali Indonesia mengalami pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu: (1) Undang-
Undang Dasar 1945, (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (3) Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia UUD 1950 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 amandemen, dengan empat kali perubahan.

A.    Sejarah Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945

Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dimulai sejak zaman
penjajahan Jepang, yaitu di dalam sidang-sidang penyelidik. usaha-usaha persiapan
kemerdekaan Indonesia disebut badan penyelidik yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang
ketika Jepang mendekati kekalahannya melawan sekutu pada perang Dunia II. Pembentukan
penyelidik juga merupakan realisasi janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada
bangsa Indonesia di kemudian hari.

Badan penyelidik didirikan secara resmi pada tanggal 29 April 1945 tetapi pelantikannya
baru dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945. Badan penyelidik itu mengadakan masa sidang
dua kali, yaitu :
a. Masa sidang pertama pada tanggal 29 mei-1 juni 1945
b. Masa sidang kedua pada tanggal 10-16 juli 1945

Pada tanggal 16 agustus 1945 beberapa orang anggota PPKI mengadakan rapat di rumah
Laksamana Muda Jepang Maeda, jalan Imam Bonjol No 1, Jakarta. Selain anggota PPKI,
hadir pula beberapa golongan  muda dan golongan tua. Rapat berakhir pukul 04:00 pagi
dengan tersusunnya Teks Proklamasi. Teks aslinya ditulis dengan memakai pensil dan
kemudian di ketik oleh Sajuti Melik, Proklamasi itu ditanda tangani oleh Soekarno dan Moh.
Hatta atas nama Bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari jum’at pukul 10:00 bertempat di Pegagasan Timur
56, Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pada tanggal 18 agustus 1945, PPKI
mengadakan sidang setelah anggotanya ditambah 6 orang sehingga jumlahnya menjadi 27
orang. Dalam sidang itu diputuskan hal-hal berikut:
a. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
b. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bahan-

bahannya di ambil dari rancangan UUD yang di hasilkan oleh panitia perancang UUD,
yang diajukan pada tanggal 16 juli 1945 di dalam sidang Pleno Badan Penyelidikan dan
telah disetujui dengan beberapa perubahan.

Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya

diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa.
2. Presiden orang Indonesia asli dan beragama islam. Kata-kata beragama Islam dicoret.
3. Memilih ketua PPKI (Ir. Soekarno) sebagai Presisen dan Wakil Ketua PPKI (Drs. Moh.

Hatta) sebagai wakil Presiden.
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Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Konstitusi Indonesia
sebagai suatu “Revolusi Grondwet” telah di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan undang-
undang dasar republik Indonesia, yang terdiri dari:
a. Pembukaan UUD 1945, yang terdiri dari 4 alenia. Pada alenia keempat terdapat

Pancasila sebagai Dasar Negara
b. Batang tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat

aturan tambahan
c. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh Prof. Mr. Dr. Supomo, yang merupakan

penjelasan resmi UUD 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia atau Undang-Undang Dasar 1945

dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simpel karena hanya hal-hal dan aturan pokok
saja yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD), sedangkan hal-hal yang perlu untuk
menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan pada undang-undang yang lebih
rendah.

Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak Proklamasi Kemerdekaan
dengan UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar Negara tidak lapang jalannya. Sejak pertama
kali kita menyatakan bernegara Republik Indonesia, kita sudah memulai dengan tidak
menjalankan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar. Yang kita gunakan adalah pasal-pasal
perlihan. Presiden dan Wakil presiden yang seharusnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan
rakyat menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ternyata dipilih  oleh Panitia Presiapan
Kemerdekaan Indonesia, Menurut pasal III aturan peralihan. Namun hal ini bisa dimaklumi
karena ini adalah sesuatu yang pertama kali di dalam kepada adanya suatu Negara. Letak
keabsahan lembaga ini bukan pada saat pembentukan dan pada waktu bekerjanya, tetapi
adalah diterimanya hasil-hasil karyanya oleh seluruh rakyat Indonesia.

B.     Sejarah Penyusunan Konstitusi RIS

Pengalaman pahit pernah mewarnai sejak perjalanan bangsa Indonesia, ketika Belanda
memaksakan diri untuk menunjukkan kepada dunia bahwa republik yang kita proklamasikan
pada 17 agustus 1945 sudah runtuh. Ia sudah tidak lagi memiliki kedaulatan. Belanda tidak
henti-hentinya mengusahakan segala jalan merongrong Republik Indonesia. Mereka terus
membuat “Negara di wilayah Republik Indonesia (RI) yang telah diakui De facto dalam
persetujuan Lingga Jati.

Dengan disetujuinya hasil-hasil konferensi meja bundar (KMB) pada tanggal 2
November 1949 di Den Hag, maka pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan
penandatanganan naskah “penyerahan kedaulatan“ dari pemerintah Belanda.
Dalam konferensi Meja Bundar disepakati 3 hal, yaitu:
1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu

a. Piagam penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepda Pemerintah RIS
b. Status UNI
c. Persetujuan perpindahan

3. Mendirikan UNI antara Republik Indonesia Serikat dengan kerajaan Belanda
Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi republic Indonesia dan delegasi

Bijeenkoms voor Federal Overleg (BFO) ke konferensi meja bundar itu. Dalam delegasi
Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, terdapat Prof. Soepomo yang
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terlibat dalam mempersiapkan naskah UUD tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama
oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS. Naskah Undang-Undang
Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada Komite
Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan kemudian
resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 Desember 1949,
Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.

Pada tanggal 27 desember 1949, kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia
Serikat. Pada saat itu berdirilah pula Negara bagian Republik Indonesia Serikat yang meliputi
seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Jaya, yang masih merupakan daerah sengketa antara
Indonesia dan Belanda.

Konstitusi RIS terdiri atas dua bagian sebagai berikut :
1) Mukadimah, yang terdiri dari empat alenia. Pada alenia ke empat terdapat rumusan

Pancasila sebagai Dasar Negara, yaitu:
a. Pengakuan ketuhanan yang Maha Esa
b. Perikemanusiaan
c. Kebangsaan
d. Kerakyatan, dan
e. Keadilan social

2) Batang tubuh, yang terdiri dari:
a. 6 bab
b. 196 pasal

Wilayah RIS yaitu wilayah bersama dari:
a. Negara Republik Indonesia (dengan daerah status quo renville); Negara Indonesia Timur;

Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta; Negara Jawa Timur; Negara
Madura, Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo asahan Selatan
dan labuhan batu berhubungan dengan NST, tetap berlaku Negara Sumatera Selatan.

b. Satuan-satuan kenegaraan yang tidak sendiri. Jawa Tenga, Bangka, Belitung, Riau,
Kalimantan Barat (daerah istimewah) Dayak besar, Daerah Banjar, Kalimantan tenggara
dan Kalimantan Timur

c. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah dari bagian yaitu Suapraja kota
Waringin daerah sabang, Daerah Padang yang diperintah oleh alat kelengkapan RIS.

Jadi wilayah RIS terdiri atas wilayah bersama:
a. Daerah-daerah bagian dan
b. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian.

Seperti telah dikemukakan bahwa Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan
menghendaki suatu Negara Kesatuan yang melindungi segenap bangsa seluruhnya.
Pembentukan RIS tetaplah dipandang sebagai hasil politik Belanda  semata-mata untuk
memecah belah persatuan bangsa. Itulah sebabnya segara sesudah pengakuan kedaulatan,
dimana-mana didaerah-daerah bagian timbul pergolakan dan pernyataan yang spontan dari
rakyat untuk kembali ke negara kesatuan dengan jalan menggabungkan diri kepada RI
(Negara bagian).
Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS ialah Soekarno, sedangkan Drs.
Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri yang pertama. Tokoh-tokoh terkemuka yang
duduk dalam kebinet ini antara lain dari pihak republic ; Sri Sultan HB IX, Ir. Djuanda, Mr.
Wilopo, Prof. Dr.Supomo, Dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Loah, sedangkan dari
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BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide anak Anak Agung Gde Agung, anggota-anggotanya
kebinet ini sebagian besar pendukung unitarisme dan hanya dua orrang yang mendukung
sistem federal, yaitu Sultan Hamid II dan Ide anak Agung Gde Agung. Dengan demikian,
gerakan untuk membubarkan Negara Federal dan dan membentuk Negara kesatuan semakin
kuat. Lebih-lebih karena pembentukan Negara Federal itu bermula pada usaha Belanda untuk
menghancurkan RI hasil Proklamasi 17 agustus 1945. Sudah pasti pembentukannya ditentang
oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, ternyata di dalam lingkungan Negara-negara
bikinan Belanda pun terdapat gerakan Republiken yang kuat berhasrat menegakkan kembali
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil yang telah ducapai dengan bentuk persetujuan KMB itu, bukanlah cita-cita
rakyat Indonesia. Karena hal itu jelas tidak sesuai dengan proklamasi 17 agustus 1945. Hasil
KMB ini menurut beberapa pemimpin hanyalah merupakan batu loncatan menuju cita-cita
yang murni dari rakyat, yaitu kemerdekaan yang bulat yang tak ada ikatan dengan apapun.
Menjadi tuan yang sesungguhnya atas nasib sendiri.

Program utama Kabinet Abdul Halim dari Negara bagian RI yaitu pembentukan
Negara kesatuan untuk mewujudkan apa yang disebut oleh Perdana menteri Abdul Halim
sebagai sentiment anti KMB dan RIS yang sangat besar di Yogyakarta dan terbukti tidak
sampai satu tahun tiga belas Negara bagian RIS telah bergabung dengan RI. Program Negara
bagian RI untuk mengubah Negara RIS menjadi Negara kesatuan RI itu berhasil setelah
Negara bagian Sumatera Timur dan Negara bagian Indonesia Timur bergabung dengan RIS.
Dengan demikian tinggallah satu Negara bagian RI untuk mewujudkan Negara kesatuan
dengan mengubah konstitusi sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara
(UUDS), kemudian disusul dengan proklamasi pembentukan Negara kesatuan RI oleh
Presiden Soekarno di hadapan sidang Senat dan DPRS di Jakarta pada tanggal 15 agustus
1950.

Hal penggabungan diri kepada suatu daerah-daerah lain sesungguhnya dapat
dilakukan melalui ketentuan pasal 43 dan 44 K- RIS. Hanya penggabungan itu memerlukan
pengaturannya dengan undang-undang segera. Terdesak oleh pergolakan yang semangkin
menghebat didaerah-daerah untuk menggabungkan diri kepada RI (Negara bagian) maka
pemerintah RIS akhirnya  menetapkan UU darurat no.11 tanggal 08 maret 1950, LN1950/16
tentang cara perubahan susunan kenegaraan wilayah RIS. Selain ditentukan melalui plebisit
atau pemilihan umum UU darurat ini memungkinkan pula perubahan itu melalui prosedur
yang sumir (dipersingkat).

C.     Sejarah Penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara (UUD 1950)

Setelah selesai rancangan naskah undang-undang dasar itu kemudian disahkan oleh
Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada tanggal 12 agustus 1950, dan oleh DPR dan
Senat RIS pada tanggal 14 agustus 1950. Setelah Persiden membacakan hasil persetujuan
bersama RI dan RIS, kemudian pada tanggal 15 agustus 1950 sebagai Presiden RI,
membacakan pernyataan telah terbentuknya Negara Kesatuan di depan sidang istimewah
Komite Nasional Indonesia Pusat di kota Yogyakarta. Pernyataan-pernyataan itu dilakukan
setelah sebelumnya badan pekerja KNIP menerima mosi Wondoamiseno cs, agar BP KNIP
menerima rancangan UUDS RI dan kelak saja diadakan perubahan-perubahan, demikian pula
pada tanggal 14 agustus 1950 DPR RIS maupun senat RIS telah menerima rancangan itu.

Penerimaan BP KNIP itu tidak lain merupakan dukungan terhadap program pertama
kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia pasal 1: “Meneruskan perjuangan untuk
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mencapai Negara Kesatuan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia yang dimaksud dalam
Proklamasi 17 agustus 1950.”

Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950 yang sesungguhnya
merupakan UU Republik Indonesia Serikat No. 7, tertanggal 15 agustus 1950, termuat dalam
lembaran Negara No. 50-56 yang terdiri atas dua pasal, yakni pasal 1, tentang perubahan
Konstitusi RIS menjadi UUDS RI, dan pasal II, menyatakan kapan mulai berlaku dan
pernyataan berlaku surut terhadap badan atau lembaga-lembaga itu ternyata memang untuk
menjalakan UUDS ini.

Selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 agustus
1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1950. UUDS 1950 ini bersifat mengganti
sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap konstitusi RIS 1949, tetapi
menggatikan naskah konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali dengan nama
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara . Hal ini
terlihat jelas dalam rumusan Pasal 134 yang mengaharuskan Konstituante bersama-sama
dengan pemerintah segara menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan
menggantikan UUDS 1950 itu. Akan tetapi, berbeda dengan Konstitusi RIS yang tidak
sempat membentuk konstituante sebagaimana diamanatkan di dalamnya, amanat UUDS 1950
telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pemilihan umum berhasil diselenggarakan pada
bulan desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilihan umum ini diadakan
berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1953. Undang-Undang berisi dua pasal. Pertama,
berisi ketentuan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Kedua, berisi ketentuan
mengenai tanggal mulai berlakunya UUDS tahun 1950. Atas dasar UU inilah diadakan
Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota
Bandung pada tanggal 1956.

Sayangnya, majelis konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan
tugasnya untuk menyusun UUD baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa
Konstituante telah gagal. Atas dasar itu, ia mengeluarkan Dekrit tanggal 5 juli 1959 yang
memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia selanjutnya.
Memang kemudian tindakan presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang dituangkan dalam
bentuk Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959, dan isi Dekrit yang memberlakukan
membubarkan konstituante; berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; dan
membentuk MPRS dan DPAS.

Sejak dikeluarkannya Dekrit UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia,
tanpa ada ketentuan yang mengecualikan berlakunya, itu berarti sebagai kesatuan Undang-
Undang Dasar ini berlaku lagi keseluruhannya.

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Bagian Pembukaan, Batang Tubuh yang
terperinci menjadi 16 Bab dan diperinci lagi menjadi 37 pasal, di samping itu ada 4 pasal
Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.

Karena Dekrit 5 Juli 1959 sudah mengandung ketentuan-ketentuan peralihan sendiri,
maka aturan-aturan peralihan dan aturan-aturan tambahan yang terdapat pada Batang Tubuh
UUD 1945 tidak lagi mempunyai kekuasaan berlaku, kecuali pasal II aturan peralihan yang
menyatakan, bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Kalau kita teliti sejarah berlakunya kembali UUD 1945 yaitu karena keputusan Dewan
Menteri tertanggal 19 februari 1959 mengenai “Pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam
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rangka kembali ke UUD 1945”, keputusan yang merupakan ide resmi untuk kembali ke UUD
1945, maka di dalam keputusan tersebut Bab I tentang UUD 1945 pokok pikiran ke 10,
tampak adnya maksu bahwa UUD 1945 yang dianjurkan pada konstituante untuk ditetapkan
atas dasar pasal 134 UUDS 1950, adalah dimaksukan sebagai Undang-Undang Dasar yang
tetap.

Pokok-pokok pikiran ke 10 menentukan sebagai berikut: “perubahan, tambahan,
penyempurnaan UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan melalui jalan pasal 37 UUD 1945,
yaitu oleh majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebaliknya hal ini baru dilakukan setelah
beberapa tahun berlaku dan setelah tercapainya stabilisasi di lapangan politik dan ekonomi.”
Dari pokok-pokok pikiran ke 10 ternyata tidak disinggung-singgung tentang pergantian,
tetapi hanya perubahan, penambahan dan penyempuranaan. Itu baru akan di berlakukan
setelah ada stabilisasi di lapangan politik dan ekonomi.

Sejak keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai
berkhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Praktis UUD 1945 belum pernah diubah untuk di
sempurnakan. Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya bukannya menjunjung tinggi nilai-
nilai kedaulatan rakyat, tetapi dijunjung tinggi adalah kekluasaan pemimpin, itulah yang
sangat dominan. Era ini melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinan Negara. Presiden
Soekarno telah gagal keluar dari peralihan dilematisnya antara mengembangkan demokrasi
lewat sistem multipartai dengan keinginan untuk menguasai seluruh partai dalam rangka
mempertahankan kekuasaannya. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Ketetapan
MPRS, merupakan salah satu perwujudan penyelewengan UUD 1945.

Begitu pun ketika Soekarno naik naik panggung politik menggatikan Soekarno menjadi
Presiden, penyelewengan terhadap UUD 1945 kembali berulang. UUD 1945 tidak boleh di
sentuh oleh siapapun, istilah yang popular di sakralkan dengan berbagai ancaman dan stigma
subversive yang di tuduhkan bagi yang menyentuhnya. Bahkan hanya Pemerintahan Orde
Baru (Soeharto) yang boleh menafsirkan makna yang terkandung dalam UUD 1945,
sementara MPR tinggal mengesahkan saja.

Ketika gelombang demokratisasi mengalir deras di tahun 1998 melalui slogan
“reformasi” masyarakat menuntut dilakukannya reformasi politik dan reformasi hukum
(konstitusi) karena selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru muatan konstitusi
banyak direduksi oleh kekuasaan (pemerintah) dan hanya dijadikan justifikasi atas tindakan-
tindakan pemerintah yang jauh dari spririt konstitusionalisme. Tuntutan itu direspons oleh
MPR hasil Pemilu 1999 dengan melakukan perubahan UUD 1945 yang dimulai dari tahun
1999 sampai dengan 2003.

Secara filosofis, pentingnya perubahan UUD 1945 adalah pertama, karena UUD 1945
adalah moment opname dari berbagai kekuatan politik ekonomi yang dominan pada saat
dirumuskannya konstitusi itu. Setelah 54 tahun kemudian, tentu tedapat berbagai perubahan
baik di tingkat nasional maupun global. Hal ini tentu saja belum tercangkup dalam UUD
1945 karena saat itu belum tampak perubahan tersebut. Kedua, UUD 1945di susun oleh
manusia yang sesuai kodratnya tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan.
Pekerjaan yang dilakukan manusia tetap memiliki kemungkinan kelemahan maupun
kekurangan.

Dari aspek historis, sedari mula pembuatannya UUD 1945 bersifat sementara.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ir. Soekarno  dalam rapat pertama tanggal 18 agustus
1945, yang mengatakan:
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“… Tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang-undang dasar yang kita buat ini
adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan “ini adalah
Undang-Undang Dasar kilat”, kalau nanti kita telah bernegara dalam suasana yang lebih
tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat undang-undang
dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna….”.

Dari ungkapan Soekarno di atas dapatlah disimpulkan bahwa UUD 1945 di buat secara
tergesa-gesa, karena akan segera di pakai untuk melengkapi kebutuhan berdirinya Negara
baru Indonesia yang sudah diprokamasikan sehari sebelumnya, yakni 17 agustus 1945 dan
statusnya adalah sementara. Di samping itu para perumus UUD 1945 belum mempunyai
pengalaman mengurus Negara. Oleh karena itu, masih mencari-cari pola dan bentuk Negara
macam apa yang akan di dirikan dan bagaimana menjalankan pemerintahan. Maka wajar
kalau UUD 1945 belum lengkap dan tidak sempurna. Untuk itu perlu disempurnakan.

1. Penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945
Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945

adalah sebagai berikut.
1. Kedudukan Presiden

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi,
kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebab MPRS  tunduk kepada
Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut
tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat Ketua MPRS dirangkap
oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan
dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing
berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

2. Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.
Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945
pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui
pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-
anggota yang duduk di MPR.
Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat  :
Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan
Setuju pada manifesto Politik.
Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan
200 orang wakil golongan.
Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR
menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya
menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Dimana semua anggotanya ditunjuk
oleh presiden. Peraturan DPRGR juga ditentukan oleh presiden. Sehingga DPRGR
harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut
bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat
membubarkan DPR.Tugas DPR GR adalah sebagai berikut.
a. Melaksanakan manifesto politik
b. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
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c. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
4.  Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan
Presiden No.3 tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan
DPAS terdiri atas satu orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan
daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas
pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah.
Pelaksanaannya kedudukan DPAS juga berada dibawah pemerintah/presiden sebab
presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan
dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 AGUSTUS
1959 yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dikenal dengan
Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN
berdasarkan Penpres No.1 tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK(Undang-undang
Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan
Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

5.  Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959. Front
Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita
proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah
menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan
pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Sukarno sendiri. Tugas front
nasional adalah sebagai berikut.
a. Menyelesaikan Revolusi Nasional
b. Melaksanakan Pembangunan
c. Mengembalikan Irian Barat

6.  Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk kabinet Kerja. Sebagai wakil presiden
diangkatlah Ir. Juanda. Hingga tahun 1964 Kabinet Kerja mengalami tiga kali
perombakan (reshuffle). Program kabinet ini adalah sebagai berikut :
a. Mencukupi kebutuhan sandang pangan
b. Menciptakan keamanan Negara
c. Mengembalikan Irian Barat.

7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom
Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi

parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan
bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa
demokrasi terpimpin pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman
mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran
NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Tujuannya untuk menggalang
persatuan bangsa.

Bagi presiden NASAKOM merupakan cerminan paham berbagai golongan
dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan
Nasakom maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai
disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya
untuk memperkuat kedudukan Presiden sebab jika menolak Nasakom sama saja
dengan menolak presiden.
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Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kalangan cendekiawan
dan ABRI. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan
mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM.
Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran
kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD
1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan
pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno
tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI.

8. Adanya ajaran RESOPIM
Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan
Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran Resopim
diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-16.
Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara
harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu
pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi (PBR), yaitu Presiden
Sukarno.
Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan
tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya
pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan
menteri seharusnya sebagai pembantu presiden.

9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI
Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh
Menteri Panglima Angkatanyang kedudukannya langsung berada di bawah presiden.
ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

10. Pentaan Kehidupan Partai Politik
Pada masa demokrasi Parlementer, partai dapat melakukan kegiatan politik secara
leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh
penetapan presiden No. 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, misalnya
jumlah anggota yang terlalu sedikit akan dibubarkan sehingga dari 28 partai yang
ada hanya tinggal 11 partai. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan
penyederhanaan kepartaian.
Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah
terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan
tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya masa
demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Alasan
pembubaran partai tersebuat adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai
tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua Partai tersebut
resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

11. Arah Politik Luar Negeri
A. Politik Konfrontasi Nefo dan Oldefo

Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang menjadi
cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan
politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti
negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi
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oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old
Established Forces) Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu
negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara
komunis umumnya) yang anti imperialisme dan kolonialisme.
Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis
yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Untuk mewujudkan Nefo maka
dibentuk poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya
ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya
berpedoman ke negara-negara komunis.

B.  Politik Konfrontasi Malaysia
Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini
disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi
Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang
membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo.
Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando
Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya sebagai berikut.
1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia.
2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim

Inggris.
3. Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur

dan Barat menunjukkan adanya campur tanggan Indonesia pada masalah
dalam negeri Malaysia.

C.  Politik Mercusuar
Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa
Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di
seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek
besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada
kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut
membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya
diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) yang
membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan serta biaya perjalanan
bagi delegasi asing. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari
keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan
Keamanan PBB.

D.  Politik Gerakan Non-Blok
Gerakan Non-Blok merupakan gerakan persaudaraan negara-negara Asia-Afrika
yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh Blok Barat maupun Blok
Timur. Selanjutnya gerakan ini memusatkan perjuangannya pada gerakan
kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika dan mencegah perluasan Perang
Dingin. Keterlibatan Indonesia dalam GNB menunjukkan bahwa kehidupan
politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. GNB merupakan gerakan yang
bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi RI, GNB
merupakan pancaran dan revitalisasi dari UUD1945 baik dalam skala nasional
dan internasional.
Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpin tampak
dengan:
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a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta
pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-
partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai
menteri yang tidak memimpin departemen.

b. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada
tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik
Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang
bersidang tanggal 23-25 September 1959.

c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian
Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.

d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti
sebagai presiden seumur hidup. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di
atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.

e. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan,
persaingan di antara TNI dengan Parpol.

f. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan
di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).

D. SISTEM EKONOMI DEMOKRASI TERPIMPIN
Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka

ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan
bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan
di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah
yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai
berikut.
1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka
dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus
1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.
Tugas Depernas :
Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang
berencana Menilai Penyelenggaraan Pembangunan hasil yang dicapai, dalam
waktu 1 tahun Depenas berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-undang
Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969 yang
disetujui oleh MPRS.

Mengenai masalah pembangunan terutama mengenai perencanaan dan
pembangunan proyek besar dalam bidang industri dan prasarana tidak dapat
berjalan dengan lancar sesuai harapan. 1963 Dewan Perancang Nasional
(Depernas) diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional
(Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Tugas Bappenas adalah
Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun
daerah. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.

2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)
Tujuan dilakukan Devaluasi :
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a) Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
b) Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
c) Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan.
d) Maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan

keputusannya mengenai penuruan nilai uang (devaluasi), yaitu sebagai
berikut.
a. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 500 menjadi Rp. 50
b. Uang kertas pecahan bernilai Rp. 1.000 menjadi Rp. 100
c. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000

Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan
ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para
pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan
keuangan tersebut.

Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang
menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka
tidak memiliki uang. Hal ini disebabkan karena :
 Penghasilan negara berkurang karena adanya gangguan keamanan akibat

pergolakan daerah yang menyebabkan ekspor menurun.
 Pengambilalihan perusahaan  Belanda pada tahun 1958 yang tidak

diimbangi oleh tenaga kerja manajemen yang cakap dan berpengalaman.
 Pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962, RI

sedang mengeluarkan kekuatan untuk membebaskan Irian Barat.
3. Kenaikan laju inflasi

Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami
kemerosotan.Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. Anggaran belanja
mengalami defisit yang semakin besar. Pinjaman luar negeri tidak mampu
mengatasi masalah yang ada. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun
swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran
belanja tidak berhasil. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna
mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh. Penyaluran
kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat
dan pembangunan mengalami kegagalan. Kegagalan-kegagalan tersebut
disebabkan karena:

Pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam
melakukan pengeluaran. Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek
mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces ) dan
CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah
untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya.
Dampaknya :
- Inflasi semakin bertambah tinggi
- Harga-harga semakin bertambah tinggi
- Kehidupan masyarakat semakin terjerpit

Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai
kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa.
Ekspor semakin buruk dan pembatasan Impor karena lemahnya devisa.
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1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjukkan saldo negatif
sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan
negara-negara barat.

Kebijakan pemerintah :
Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan
pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Sehingga menambah berat
angka inflasi.

13 Desember 1965 pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan
menjadikan uang senilai Rp. 1000 menjadi Rp. 1.

Dampaknya dari kebijakan pemerintah tersebut :
Uang rupiah baru yang seharusnya bernilai 1000 kali lipat uang rupiah lama akan
tetapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai sekitar 10 kali lipat lebih
tinggi dari uang rupiah baru.
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BAB III

Pancasila Sebagai Dasar Negara

3.1 Sejarah Perumusan Dasar Negara dan Proklamasi Kemerdekaan
Memasuki awal tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Pasifik semakin

terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat dipimpin Laksamana Nimitz berhasil
menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tidian dan Guan
yang memberi kesempatan untuk Sekutu melakukan serangan langsung ke Kepulauan
Jepang. Sementara posisi Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh
Jendral Douglas Mac Arthur melalui siasat loncat kataknya berhasil pantai Irian dan
membangun markasnya di Holandia (Jayapura). Dari Holandia inilah Mac Arthur
akan menyerang Filipina untuk memenuhi janjinya. Di sisi lain kekuatan Angkatan
Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai berhasil menghujani bom pada pusat
pertahanan militer Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya dan Semarang. Kondisi
tersebut menyebabkan jatuhnya pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat
juang tentara Jepang. Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif (menyerang)
berubah menjadi defensif (bertahan). Kepada bangsa Indonesia, pemerintah militer
Jepang masih tetap menggembar gemborkan (meyakinkan) bahwa Jepang akan
menang dalam perang Pasifik.

Pada tanggal 18 Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa
mengundurkan diri dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki. Dalam rangka
menarik simpati bangsa Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya baik moril
maupun materiil, maka dalam sidang istimewa ke-85 Parlemen Jepang (Teikoku
Ginkai) pada tanggal 7 September 1944 (ada yang menyebutkan 19 September 1944),
Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Negara-negara yang ada di bawah
kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”. Janji
kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah Deklarasi Kaiso. Pada saat itu, Koiso
dianggap menciptakan perdamaian dengan Sekutu, namun ia tak bisa menemukan
solusi yang akan menenteramkan militer Jepang atau Amerika.

Sejak saat itu pemerintah Jepang memberi kesempatan pada bangsa Indonesia
untuk mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan Hinomaru (bendera
Jepang), begitu pula lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu
Kimigayo. Di satu sisi ada sedikit kebebasan, namun di sisi lain pemerintah Jepang
semakin meningkatkan jumlah tenga pemuda untuk pertahanan. Selain dari organisasi
pertahanan yang sudah ada ditambah lagi dengan organisasi lainnya seperti: Barisan
Pelajar (Suishintai), Barisan Berani Mati (Jikakutai) beranggotakan 50.000 orang
yang diilhami oleh pasukan Kamikaze Jepang yang jumlahnya 50.000 orang (pasukan
berani mati pada saat penyerangan ke Pearl Harbour).

A. Pembentukan BPUPKI
Pada akhir 1944, posisi Jepang semakin terjepit dalam Perang Asia Timur

Raya dimana Sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang, seperti
Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, bahkan Kepulauan Saipan
yang letaknya sudah sangat dekat dengan Jepang berhasil diduduki oleh Amerika
pada bulan Juli 1944. Sekutu kemudian menyerang Ambon, Makasar, Manado,
Tarakan, Balikpapan, dan Surabaya.
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Menghadapi situasi yang kritis itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah
pendudukan Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Panglima tentara ke-16 Letnan
Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai
atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Tujuan pembentukan badan tersebut adalah menyelidiki dan mengumpulkan bahan-
bahan penting tentang ekonomi, politik dan tata pemerintahan sebagai persiapan
untuk kemerdekaan Indonesia.

Walaupun dalam penyusunan keanggotaan berlangsung lama karena terjadi
tawar menawar antara pihak Indonesia dan Jepang, namun akhirnya BPUPKI berhasil
dilantik 28 Mei 1945 bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Jepang, yaitu Kaisar
Hirohito. Adapun keanggotaan yang terbentuk berjumlah 67 orang dengan ketua Dr.
K.R.T. Radjiman Widiodiningrat dan R. Suroso dan seorang Jepang sebagai wakilnya
Ichi Bangase ditambah 7 anggota Jepang yang tidak memiliki suara. Ir. Soekarno
yang pada waktu itu juga dicalonkan menjadi ketua, menolak pencalonannya karena
ingin memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam perdebatan, karena biasanya
peranan ketua sebagai moderator atau pihak yang menegahi dalam memberi
keputusan tidak mutlak.

Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkanlah upacara peresmian BPUPKI
bertempat di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta, dihadiri oleh Panglima
Tentara Jepang Wilayah Ketujuh Jenderal Itagaki dan Panglima Tentara Keenam
Belas di Jawa Letnan Jenderal Nagano. BPUPKI mulai melaksanakan tugasnya
dengan melakukan persidangan untuk merumuskan undang-undang dasar bagi
Indonesia kelak. Hal utama yang dibahas adalah dasar negara bagi negara Indonesia
merdeka.

Selama masa tugasnya BPUPKI hanya mengadakan sidang dua kali. Sidang
pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chou Sang In
di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Pada sidang pertama, Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dalam pidato
pembukaannya menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar negara
Indonesiayang ingin dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Ada tiga orang yang
memberikan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia yaitu Mr. Muhammad
Yamin, Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno.

Orang pertama yang memberikan pandangannya adalah Mr. Muhammad Yamin.
Dalam pidato singkatnya, ia mengemukakan lima asas yaitu:

a. peri kebangsaan
b. peri kemanusiaan
c. peri ketuhanan
d. peri kerakyatan
e. kesejahteraan rakyat

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Soepomo dalam pidatonya mengusulkan pula
lima asas yaitu:

a. persatuan
b. kekeluargaan
c. keseimbangan lahir bathin
d. musyawarah
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e. keadilan sosial
Kelima asas dari Ir. Soekarno itu disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas
menjadi Tri Sila atau Tiga Sila yaitu:

a. Sosionasionalisme
b. Sosiodemokrasi
c. Ketuhanan yang berkebudayaan

Bahkan menurut Ir. Soekarno Trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi Eka
sila yaitu sila Gotong Royong.

Meskipun sudah ada tiga usulan tentang dasar negara, namun sampai 1 Juni
1945 sidang BPUPKI belum berhasil mencapai kata sepakat tentang dasar negara.
Maka diputuskan untuk membentuk panitia khusus yang diserahi tugas untuk
membahas dan merumuskan kembali usulan dari anggota, baik lisan maupun tertulis
dari hasil sidang pertama. Panitia khusus ini yang dikenal dengan Panitia 9 atau
panitia kecil yang terdiri dari:
1. Ir. Soekarno (ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. KH. Wachid Hasyim (anggota)
4. Abdoel Kahar Muzakar (anggota)
5. A.A. Maramis (anggota)
6. Abikoesno Tjokrosoeyoso (anggota)
7. H. Agus Salim (anggota)
8. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
9. Mr. Muhammad Yamin (anggota).

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan. Hasil
dari pertemuan tersebut, direkomondasikan Rumusan Dasar Negara yang dikenal
dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah piagam Jakarta berhasil disusun, BPUPKI membentuk Panitia
Perancang Undang-Undang Dasar. Ini merupakan sidangnya yang ke-2 pada tanggal
10 – 16 Juli 1945. Panitia ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang.
Pada sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia Perancang UUD membentuk panitia kecil
yang beranggotakan 7 orang.
a. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)
b. Mr. Wongsonegoro
c. Mr. Achmad Soebardjo
d. A.A. Maramis
e. Mr. R.P. Singgih
f. H. Agus Salim
g. Dr. Sukiman.
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Tugas panitia kecil adalah menyempurnakan dan menyusun kembali
rancangan UUD yang telah disepakati. Selain panitia kecil di atas, adapula panitia
Penghalus bahasa yang anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo, Prof. Dr.
P.A.A. Hoesein Djayadiningrat.
Tanggal 13 Juli 1945 panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan
sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD.

Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan
panitia perancang UUD yang dibacakan Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tiga
masalah pokok yaitu:
a. pernyataan Indonesia merdeka
b. pembukaan UUD
c. batang tubuh UUD.

Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alenia
pertama piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir
seluruhnya diambil dari alinea keempat piagam Jakarta.

Hasil kerja panitia perancang UUD yang dilaporkan akhirnya diterima oleh
BPUPKI. Kejadian ini merupakan momentum yang sangat penting karena disinilah
masa depan bangsa dan negara dibentuk.

B. Pembentukan PPKI
Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah

dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun Rancangan Undang-
Undang Dasar bagi Negara Indonesia merdeka dan pada tanggal itu juga dibentuklah
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, dengan ketuanya yaitu
Ir.Soekarno. Tugas PPKI  yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa
Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang
kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan
kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa
Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah
ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.

PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk dengan anggota berjumlah 21 orang
yang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1
orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang
dari Tionghoa. Badan ini bertugas menyiapkan segala sesuatu menyangkut masalah
ketatanegaraan menghadapi penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Jepang kepada
bangsa Indonesia.

Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta.
Sebagai penasehat ditunjuk Mr. Ahmad Subardjo, dan tanpa sepengetahuan
pemerintah Jepang, PPKI menambah lagi enam orang, yaitu Wiranatakusumah, Ki
Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri,
dan Ahmad Soebardjo. Badan ini dibentuk untuk menarik simpati golongan-golongan
yang ada di Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik, yang
kedudukannya semakin terdesak sejak 1943. Mereka juga berjanji memberi
kemerdekaan pada Indonesia melalui 'Perjanjian Kyoto'.
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Ketika Rusia bergabung dengan Sekutu dan menyerbu Jepang dari Manchuria,
pemerintah Jepang mempercepat kemerdekaan Indonesia, yang oleh BPUPKI
direncanakan 17 September 1945. Tiga tokoh PPKI (Soekarno, Hatta, dan Radjiman)
diterbangkan ke Dalath (Saigon) bertemu Jenderal Terauchi yang akan merestui
pembentukan negeri boneka tersebut. Tanggal 14 Agustus 1945 ketiganya kembali ke
Jakarta dan Jepang menghadapi pemboman AS di Hirosima dan Nagasaki. Golongan
tua dan golongan muda pejuang kemerdekaan terlibat pro dan kontra atas peristiwa
pemboman Jepang oleh AS. Golongan muda melihat Jepang sudah hampir menemui
kekalahan, tetapi golongan tua tetap berpendirian untuk menyerahkan keputusan pada
PPKI.

Sikap tersebut tidak disetujui golongan muda dan menganggap PPKI
merupakan boneka Jepang dan tidak menyetujui lahirnya proklamasi kemerdekaan
dengan cara yang telah dijanjikan oleh Jenderal Besar Terauchi dalam pertemuan di
Dalath. Golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan
kekuatan sendiri lepas sama sekali dari pemerintahan Jepang. Menanggapi sikap
pemuda yang radikal itu, Soekarno-Hatta berpendapat bahwa soal kemerdekaan
Indonesia yang datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa
Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal, karena Jepang toh sudah kalah. Selanjutnya
menghadapi Sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.
Oleh sebab itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu
revolusi yang terorganisasi. Mereka ingin memperbincangkan proklamasi
kemerdekaan di dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan pendapat ini melatarbelakangi peristiwa penculikan Soekarno dan
Hatta ke Rengasdengklok tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB. Tindakan itu
diambil berdasarkan keputusan rapat terakhir pemuda pejuang yang diadakan pukul
24.00 WIB menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Jl. Cikini, 71 Jakarta. Selain
dihadiri pemuda-pemuda yang sebelumnya rapat di Lembaga Bakteriologi,
Pegangsaan Timur, Jakarta, juga dihadiri oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dan dr. Muwardi
dari Barisan Pelopor, serta Shodanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta syu. Mereka
bersama Chaerul Saleh sepakat melaksanakan keputusan rapat, antara lain
"menyingkirkan Soekarno dan Hatta ke luar kota" dengan tujuan menjauhkan mereka
dari segala pengaruh Jepang. Shodanco Singgih mendapat kepercayaan melaksanakan
rencana itu. Di Rengasdengklok, akhirnya Soekarno setuju memproklamasikan
kemerdekaan tanpa campur tangan pihak Jepang. Pukul 23.00 WIB rombongan tiba di
Jakarta dan menuju kediaman Laksamana Maeda di Jl. Imam Bonjol No.1, dan di
tempat tersebut naskah proklamasi disusun.

Pada tanggal 17 Agusus 1945, tepatnya pukul 10.00 WIB, Soekarno
membacakan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih dikibarkan
dan berkumandanglah lagu Indonesia Raya.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 fungsi dan peranan PPKI
berubah menjadi:
a. wakil seluruh rakyat Indonesia
b. badan resmi yang berwenang mengesahkan UUD Negara
c. badan yang memilih presidan dan wakil presiden
d. badan pendiri negara Republik Indonesia
e. badan tertinggi Negara Republik Indonesia.
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 Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada
sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil
Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia.
PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah
Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai,
Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk
mencari penyelesaian masalah “tujuh kata” pada kalimat “….dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang
membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul
Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut
karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia
bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka
mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak
diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk
menghilangkan kalimat ”… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” dan diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini
dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus
menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat
”…. dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.
Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada
forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu
maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka.

 Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang PPKI
Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali.
Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta.
Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "pembukaan (bahasa Belanda:
"preambule") dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945", yang saat ini biasa
disebut dengan UUD '45 adalah :

 Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah,
diganti dengan kata “Pembukaan”.

 Kedua, anak kalimat "Piagam Jakarta" yang menjadi pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

 Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan
beragama Islam”, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret
kata-kata “dan beragama Islam”.

 Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula
berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban
menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti  menjad iberbunyi:
“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha  Esa” Sistematika UUD 1945
itu terdiri atas hal sebagai berikut. Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri
atas empat alinea. Pada Alinea ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar
negara yang berbunyi sebagai berikut :
Pancasila
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1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan,
dan 2 ayat aturan tambahan Penjelasan UUD 1945 yang terdiri atas penjelasan umum
dan penjelasan pasal demi pasal.

Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu
bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
PPKI juga mengambil beberapa keputusan penting diantaranya yaitu :
1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Memilih Ir. Soekarno debagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil

presiden secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.
3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sebelum

DPR/MPR terbentuk.

3.2 Penyimpangan dan Penyelewengan Terhadap Pancasila

Di Indonesia, Pancasila adalah landasan utama setiap kegiatan pemerintahan maupun
landasan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya,
banyak penyimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Berikut adalah contoh
penyimpangan sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Contoh penyimpangan :

• Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama
• Perusakan tempat-tempat ibadah
• Perilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda
• Tidak menghormati perbedaan beragama
• Munculnya aliran-aliran sesat
• Fanatisme yang bersifat anarki
• Perilaku yang menyimpang dari ajaran agama

Penyebab terjadinya penyimpangan :

• Kurangnya toleransi antar umat beragama
• Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan beragama
• Keadaaan masyarakat Indonesia yang multikultural sehingga rawan konflik
• Kurangnya penghayatan terhadap sila-sila pertama
• Munculnya pemahaman yang beranekaragam dalam menafsirkan suatu ajaran
• Masuknya budaya asing yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai agama

Solusi pemecahan masalah :
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• Menanamkan sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda.
• Membangun kerukunan antar pemeluk agama baik yang seagama maupun bukan.
• Menanamkan toleransi beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing.
• Tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu terhadap orang lain.
• Menghilangkan sikap diskriminasi di dalam kehidupan bermasyarakat.
• Menghayati dan menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila utamanya sila

“Ketuhanan yang Maha Esa”.

1.Pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa
terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa
indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga
memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati
kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat
beragama.

Bukti pelanggaran dari sila pertama Pancasila yaitu Konflik Poso.

Serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok
Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian . Kerusuhan Poso I (25 - 29
Desember 1998), Poso II ( 17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei - 15 Juni 2000). Pada 20
Desember 2001 Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan
diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.

2. Pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku
sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan
memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila

1. Tragedi kemanusiaan Trisakti

Mari kita kembali saja reformasi. Dua belas tahun lalu atau 12 Mei 1998, situasi Indonesia
khususnya Ibu Kota Jakarta sedang genting. Demonstrasi mahasiswa untuk menuntut
reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto kian membesar tiap hari. Dan kita tahu,
aksi itu akhirnya melibatkan rakyat dari berbagai lapisan.

Salah satu momentum penting yang menjadi titik balik perjuangan mahasiswa adalah
peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana,
Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie

Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus
A Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Aksi yang diikuti sekira 6.000
mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.

Tewasnya keempat mahasiwa tersebut tidak mematikan semangat rekan-rekan mereka. Justru
sebaliknya, kejadian itu menimbulkan aksi solidaritas di seluruh kampus di Indonesia.
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Apalagi, pemakaman mereka disiarkan secara dramatis oleh televisi. Keempat mahasiswa itu
menjadi martir dan diberi gelar pahlawan reformasi.

Puncak dari perjuangan itu adalah ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada
Kamis, 21 Mei 2008.

2. Tragedi Kemanusiaan etnis Tionghoa (13-15 Mei 1998 )

Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan
banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang
harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan
dan etnis Tionghoa yang dijadikan korban kekejaman para pihak yang tidak
bertanggungjawab.Ratusan manusia menjadi korban, dengan amat mengenaskan mereka
terpanggang kobaran api di dalam Yogya Plaza, Kleder, Jakarta Timur. Tragedi ini tidak
hanya terjadi di Jakarta, namun terjadi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tragedi
ini merupakan rentetan kejadian yang memilukan, dimana sehari sebelumnya (12 Mei 1998)
empat mahasiswa Universitas Trisakti menjadi korban penembakan oleh aparat TNI pada saat
menggelar aksi menuntut Reformasi. Kejadian 11 tahun silam tersebut adalah sejarah kelam
bangsa ini. Namun sampai dengan saat ini tak juga ada pertanggungjawaban pemerintah atas
terjadinya tragedi Mei 1998.

3. Pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia

Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat
untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan
Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang
dimiliki bangsa indonesia..

Bukti pelanggaran sila ketiga Pancasila

1. Gerakan Aceh Merdeka

GAM pertama kali di deklarasi pada 4 Desember 1976. Gerakan ini mengusung nasionalisme
Aceh secara jelas. Nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme
Indonesia yang sebelumnya telah ada

2. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun
1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan
Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat
ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan
sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan
wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda
dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini
dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM
dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

3. Lepasnya Timor Timur dari NKRI

Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa'e), yang sebelum merdeka
bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian
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timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro,
Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.

Sebagai sebuah negara sempalan Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal
20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB,
mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis "Timor Leste" sebagai nama resmi
negara mereka.

4. Pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga
perwakilan.

Bukti adanya pelanggaran terhadap sila keempat pancasila

Ulah memalukan para wakil rakyat kita yang harusnya berjuang untuk rakyat

Sering kali para wakil rakyat mempertontonkan perilaku yg mencemaskan rakyat ketika
menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat,perang mulut sampai adu jotos itu
diperagakan di depan kamera,itulah yang di sebut kedewasaan di dalam demokrasi,kebebasan
ber expresi dan berpendapat benar-benar di terapkan oleh anggotra DPR,karena memang
DPR itu adalah sebagai Wakil rakyat. itu jelas-jelas menyimpang dari amanat rakyat.sama
halnya dengan anggota DPR dan MPR yang rapat di senayan dalam pembentukan undang-
undang ataupun rapat tahunan selalu banyak yang tidur.

5. Pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat
Indonesia

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar
sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara
lahiriah atapun batiniah.

Bukti pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila

1. Kemiskinan

Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan
alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin.

2. Ketimpangan dalam pendidikan. Banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena
biaya, mereka harus bekerja dan banyak yang menjadi anak jalanan.

3. Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan. Keadilan dalam kesehatan masih belum
dirasakan oleh masyarakat miskin Indonesia

4. Nepotisme Sebagai Bentuk Penyimpangan Pancasila

5. Nepotisme adalah pemilihan orang bukan atas dasar kemampuannya, tetapi atas dasar
hubungan kekeluargaan.Katanepotisme ini berasal dari kata latin nepos , yang berarti
“keponakan” atau “cucu”. Hal seperti ini merupakan tindakan yang kurang terpuji, karena
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mengesampingkan keadilan serta hak hak orang lain untuk menduduki atau menerima suatu
wewenang dan tentunya nepotisme merupakan pelanggaran hukum dan penyimpangan
terhadap pancasila sebagai dasar negara republik indonesia.

Dalam Undang

-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyebutkan bahwa nepotisme merupakan
setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan
kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat bangsa dan
negara.

Nepotisme merupakan penyimpangan dari sistem keadilan yang dibangun berdasarkan
pancasila sebagai pedoman dalam ketatanegaraan, pada sila kelima pancasila yang berbunyi
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan landasan yang tidak susah
ditafsirkan bahwa keadilan merupakan suatu hak dari seluruh rakyat indonesia. Sila kelima
dalam pancasila ini adalah sebagai perwujudan dari sila pertama Ketuhanan Yang Masa Esa,
sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketigas persatuan Indonesia serta sila
keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Hal itu menjadi bagian penting dalam refleksi pancasila yang
sudah menjadi bagian dalam diri seluruh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai ideology dan dasar negara Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah
mengalami pasang surut dan usaha-usaha yang ingin menggantikan ideolgi dan dasar negara
Pancasila. Penyimpangan terhadap Pancasila dapat dibagi dalam beberapa kurun waktu
sesuai dengan rezim yang berkuasa saat itu.

1. Penyimpangan kurun waktu Orde Lama (1945-1966)

a. Kemacetan pada Sidang Konstituante di Bandung dimana ada upaya untuk mengganti
ideologi dan dasar negara Pancasila dengan ideologi lain.  Upaya ini gagal setelah
keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 yang
didalamnya ada rumusan dasar negara Pancasila.

b. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang berupaya akan mengganti dasar
negara Pancasila

c. Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo pada tahun 1948 yang akan mengganti dasar
negara Pancasila dengan ideologi agama

d. Pemberontakan G30 S/PKI tahun 1965 yang akan mengganti dasar negara Pancasila
dengan Komunis.

2. Penyimpangan kurun waktu Orde Baru (1966-1998)

Orde baru sebagai orde yang ingin mengoreksi total terhadap penyelewengan Orde Lama
terhadap Pancasila dan UUD 1045 secara formal dan normatif adalah ideal.  Tetapi upaya-
upaya Orde Baru tersebut, seperti dengan menetapkan P4 dan Pancasila sebagai satu-satunya
asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara cenderung digunakan untuk kepentingan
penguasa dalam mempertahankan kekuasaanya.  Pancasila dimanipulasi sedemikian rupa
untuk kepentingan penguasa, sehingga yang terjadi adalah Pancasila hanya merupakan
rumusan belaka, sementara dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan.

3. Penyimpangan kurun waktu Orde Reformasi (1998-sekarang)
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Dalam era reformasi ada upaya mengembalikan Pancasila ke fungsi yang utama yakni
sebagai dasar negara yang harus dilaksanakan dengan konsisten dalam kehidupan bernegara
melalui Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan P4 dan Penegasan Pancasila
Sebagai dasar Negara.  Dalam Tap ini juga sekaligus mencabut P4 sebagai produk Orde Baru
yang dianggap materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan
kehidupan bernegara.  Tetapi kalau kita analisis lebih dalam Pancasila dalam era reformasi ini
tertutupi oleh hiruk pikuk reformasi yang sedang mengalami eforia, sehingga Pancasila
kurang dijadikan referensi dan acuan dalam menyelesaikan kemelut dan problematika
kehidupan berbangsa dan bernegara yang multi dimensional.

4. Pemurnian dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan dan bermasyarakat

Pemurnian Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa harus
berangkat dari kesadaran kolektif dari bangsa Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat
akan arti penting dan strategisnya Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia.  Bangsa
Indonesia tanpa kecuali harus membuat komitmen dan kontrak baru terhadap Pancasila
bahwa dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia maka bangsa
Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang besar dan tetap eksis dalam situasi dan kondisi
apapun.  Dan pada akhirnya masyarakat bangsa dan negara yang terdapat dalam nilai-nilai
Pancasila, yakni masyarakat yang berketuhahan, masyarakat yang berperikemanusiaan,
masyarakat yang bersatu, masyarakat yang pandai bermusyawarah dalam menyelesaikan
masalah dan masyarakat yang berkeadilan sosial dapat terwujud paling tidak mendekati
kondisi tersebut. Jadi upaya Pemurnian Pengamalan Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa tidak cukup dengan legal formal, seperti membuat Tap MPR
no. XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, tetapi harus lebih
dari itu, yakni berangkat dari kesadaran politik, sosial dan kultural dari seluruh bangsa
Indonesia tentang arti penting dan strategisnya Pancasila dalam mengantarkan bangsa
Indonesia ke kehidupan yang lebih baik.
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BAB IV

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

4.1 Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia

Falsafah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah anggapan, gagasan, dan sikap
batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau masyarakat. Sebagai falsafah hidup
atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakikat, asal, tujuan, nilai,
dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan
maupun sosial.

Dalam bukunya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muh. Yamin (1962)
menyebutkan bahwa: “Ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem
filsafah.”

Menurut Hegel, hakekat filsafatnya adalah satu sinthese fikiran yang lahir dari pada
antithese fikiran. Dari pertentangan fikiran lahirlah perpaduan pendapat yang harmonis.
Ajaran Pancasila adalah satu sinthese negara yang lahir dari pada satu antithese.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antithese/ antithesis adalah pertentangan yang
benar-benar. Sedangkan sinthese/sintesis adalah paduan/campuran berbagai pengertian atau
hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras.

Dalam kalimat pertama dari mukadimah Republik Indonesia yang berbunyi: “Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus
dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Dalam kalimat
ini, dengan jelas disebutkan bahwa penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan
peri keadilan. Jadi, kalimat ini adalah kalimat antithese. Ketika penjajahan yang merupakan
pertentangan itu hilang, maka lahirlah kemerdekaan.

Dari kemerdekaan itu disusun menurut ajaran filsafat Pancasila yang disebutkan
dalam mukadimah Konstitusi 1945 itu dan yang berbunyi: “Maka demi ini kami menyusun
kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan
berdasarkan ajaran Pancasila, disini disebutkan sila yang kelima untuk mewujudkan
kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dunia dan kemerdekaan.” Kalimat ini adalah
sinthese karena memuat satu sinthese yaitu kemerdekaan yang merupakaan perpaduan yang
lahir dari satu antithese yaitu penjajahan yang bertentangan.

Jadi, sejajar dengan tinjauan fikiran Hegel bahwa ajaran Pancasila adalah suatu sistem
filsafah dan kelima sila Pancasila tersusun dalam suatu perumusan fikiran filsafah yang
harmonis.

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang
menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. (Kartohadiprojo dalam
Sunoto)

Kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara, dalam
pengertian dasar filsafat. Sifat kefilsafatan dari dasar negara tersebut terwujudkan dalam
rumus abstrak dari kelima sila dari pada Pancasila. (Notonagoro dalam Sunoto).
Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai collective-ideologie dari seluruh bangsa
Indonesia. (Abdulgani dalam Sunoto)

Pendapat beberapa ahli di atas telah membenarkan bahwa Pancasila sebagai falsafah
Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral
kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara



49

menghargai dan menaati prinsip-prinsip moral. Kelimasila dalam Pancasila memberikan
makna hidup dan menjadi tuntutan serta tujuan hidup bagi bangsa Indonesia.Kelimanya
saling berkaitan dan dtidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain Pancasila merupakan cita-cita
moral bangsa Indonesia yang mengikat seluruh warga masyarakat, baik secara perorangan
maupun sebagai kesatuan bangsa. Falsafah berarti juga pandangan hidup. Dengan pandangan
hidup, bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya dan
memiliki pedoman dalam menyelesaiakan berbagai masalah.

Pengertian pancasila sebagai dasar Negara terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea
ke empat, yaitu :

“..“Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta
keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang suatu Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil serta beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”Inilah sifat dasar pancasila yang utama,
yakni sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya pancasila sebagai
dasar Negara tidak berarti menghapuskan perbedaan, namun merangkup semua perbedaan
yang ada yang kita sebut sebagai “Bhineka Tunggal Ika.”Penetapan pancasila sebagai dasar
Negara memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara pancasila. Itu berarti
bahwa Negara Indonesia harus tunduk kepadanya, membelanya, dan melaksanakan segala
perundang-undangannnya.

Fungsi pancasila sebagai dasar negara setidaknya memiliki 5 fungsi utama yang tidak
terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
1. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan negara Indonesia. Pandangan hidup yang

dibenarkan oleh negara adalah Pancasila. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa
serta bernegara yang baik tentu setiap masyarakat harus memiliki pedoman yaitu
pancasila. Jadi nilai budaya serta kegiatan organisasi atau pun sosial di masyarakat
tidak boleh menyalahi pancasila

2. Pancasila sebagai jiwa bangsa dan negara Indonesia. Setiap diri seseorang tentu
memiliki jiwa yang tumbuh di dalamnya, begitu juga dalam negara, pancasila
merupakan jiwanya. Pancasila telah ada sejak terbentuknya negara kemerdekaan
Indonesia, dan telah menjiwai seluruh sendi kehidupan dan organisasi Indonesia.

3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan negara Indonesia. Setiap bangsa memiliki
kepribadian yang berbeda dengan negara lain, Indonesia sendiri memegang teguh
pancasila sebagai semangat dan kepribadian dibanggakan di seluruh dunia. Artinya
pancasila merupakan ciri khas negara Indonesia yang unik dari bangsa lain.

4. Pancasila sebagai sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila secara tidak langsung
menaungi seluruh hukum yang ada di Indonesia. Dalam prakteknya, seluruh hukum dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus seiring dengan nilai nilai
pancasila. Tidak boleh ada hukum yang bersinggungan dengan sila yang ada di
pancasila dan tidak sesuai dengan makna di dalamnya.
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5. Pancasila sebagai cita cita bangsa. Setiap bangsa tentu mempunyai cita cita, bangsa
Indonesia tentu juga memuat dan memiliki cita cita tinggi. Cita cita bangsa kita adalah
bagaimana nilai nilai yang ada di Pancasila ini dapat diamalkan dengan baik.

4.2 Pancasila Sebagai Tata Nilai Bangsa Indonesia

Pancasila diterima sebagai pandangan hidup dan dasar negara  membawa konsekuensi
logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan
fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara.

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan dan pengakuan

yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan Zat Yang Maha Tunggal tiada duanya.
Hal ini menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup, berpandangan hidup taat
(setia pada perintah dan hormat/cinta kepada Tuhan) dan Taklim (memuliakan Tuhan,
memandang Tuhan teragung, tertinggi dan terluhur).

Nilai ini memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan
keyakinannya, tak ada paksaan dan saling menghormati dan kerjasama dengan antar
umat beragama.

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bermakna : kesadaran sikap dan

perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan
mutlak hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya.

Perwujudan dari sila keempat yaitu pengakuan hak asasi manusia, menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan.

3. Nilai Persatuan Indonesia
Nilai persatuan Indonesia mengandung arti usaha kea arah bersatu dalam

kebulatan rakyat untuk membina Nasionalisme dalam negara. Dalam nilai persatuan
terkandung adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa
baik berbedaan bahasa, kebudayaan, adat-istiadat, agama maupun suku. Perbedaan-
perbedaan itu bukan untuk diperselisihkan namun justru menjadi daya tarik kea rah
kerjasama, kea rah resultante/sintesa yang lebih harmonis sesuai semboyan Bhineka
Tunggal Ika.

Dalam membangun kebersamaan sebagai wujud nilai persatuan itu antar
elemen yang terlibat di dalamnya, satu sama lain saling membutuhkan-saling
ketergantungan-saling memberi yang pada gilirannya dapat menciptakan kehidupan
selaras serasi dan seimbang.

4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai sila keempat mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara
melalui badan-badan tertentu dala menetapkan sesuatu peraturan di tempuh dengan
jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal
sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatika dan mempertimbangkan
kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama.

Demokrasi pancasila pahamnya adalah kekeluargaan, kebersamaan. Dalam
mewujudkan nilai demokrasi pancasila, semua manusia Indonesia sebagai warga
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Negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
Menghormati dan mentaati keputusan bersama melalui lembaga perwakilan rakyat
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nulai-nilai kebebasan dan
keadilan yang mengutamakan kepentingan bangsa.

Nilai  demokrasi di bidang ekonomi  dengan mewujudkan kesejahteraan
bersama. Demokrasi keadilan sosial berfungsi memenuhi kebutuhan hidup.

5. Nilai keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Makna yang terkandung di dalam nilai-nilai sila kelima adalah suatu tata

masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahiriah batiniah, yang setiap warga
negara mendapat segala sesuatu yang menjadi haknya sesuai dengan essensi adil dan
beradab.

Wujud pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara harus
mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian,
keselarasan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama yaitu:
a. Keadilan Distributif

Suatu hubungan keadilan dari Negara terhadap warganya, Negara wajib memberikan apa
yang telah menjadi hak warganya. Seperti kesejahteraan, bantuan, subsidi serta
kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

b. Keadilan komutatif
Suatu hubungan keadilan antara warga negara satu dan lainnya secara timbal balik.
Memperlakukan sesama manusia sebagai pribadi yang sama martabatnya dan wajib
memberikan sesama warga masyarakat sesuatu yang telah menjadi haknya.

c. Keadilan legal/ keadilan untuk bertaat
Suatu hubungan keadilan dari warga Negara terhadap Negara, pihak warga negaralah yang
wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dalam Negara.

Selain keadilan diatas, ada juga dua bentuk keadilan lagi, yaitu:
a. Keadilan Tuhan

Menyangkut masalah perbuatan dan ganjaran.
b. Keadilan Lingkungan

Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan sehinnga memperoleh imbalan yang
dihasilkan oleh lingkungan kita.

4.3 Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di
Indonesia, harus searah dengan cita-cita dan tujuan Proklamasi Kemerdekaan dan cita-cita
mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Cita-cita dan tujuan kemerdekaan itu telah tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945, yang pada intinya "merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ".

Telah jelas pula, landasan pijakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat, yaitu Pancasila. Pancasila telah disepakati dan ditetapkan
menjadi dasar dan ideologi negara. Eksistensinya sebagai dasar negara, secara tegas dimuat
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dalam TAP MPR XVII/MPR/1998, yang status hukumnya termasuk ke dalam TAP yang
tidak perlu lagi dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

Implementasi hal tersebut nampak dalam UU 10/2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum negara".

Sebagai sumber hukum pasti, Pancasila harus dijadikan sebagai dasar rujukan dalam
penyelenggaraan negara. Perilaku penyelenggara negara yang tamak, arogan, mementingkan
diri sendiri, adalah sangat jauh dari sifat-sifat sahaja, jujur, rela berkorban untuk kepentingan
orang lain/masyarakat, dan selalu berpegang pada aturan yang benar.

4.4 Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum

Sejak negara didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara
kita adalah Pancasila. Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar
dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek yakni politik, fislosofis,
dan yuridis (hukum dan peraturn perundang-undangan).

Dari sudut hukum, Pancasila menjadi cita hukum (rechtside) yang harus dijadikan dasar
dan tujuan setiap hukun di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia
harus berdasar pada Pancasila.

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan
menciptakan sebuah asumsi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang universal yang
mampu menjangkau berbagai aspek. Sumber hukum yang paling dasar yaitu Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum, lahirnya suatu produk hukum yang tidak
mendasarkan hal tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan di dalam
penerapanya.

Pancasila dalam pengertian ini disebutkan dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
(Jo. Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Dalam hal ini
Pancasila berperan sebagai pengatur kehidupan kemasyarakatan dan sebagai pangatur tingkah
laku pribadi.

Pada hakekatnya dibentuknya sebuah undang-undang maupun peraturan lainya bertujuan
untuk mengatur perilaku masyarakat didalam hubunganya antar anggota masyarakat yang
lain, sehingga diharapkan mampu menjamin sebuah kepastian hukum.

Semua dasar-dasar hukum yang ada dan diakui di RI bersumberkan kepada Pancasila.
Butiran-butiran Pancasila diletakkan didalam pembukaan UUD 1945, dan kemudian
dijabarkan dengan pasal-pasalnya. Dimana Preambule atau Pembukaan UUD 1945 ini tidak
boleh dirubah. Kecuali batang tubuhnya. Artinya Bab, Pasal, dan ayat-ayatnya.

Penuangan di Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu harus dituangkan di dalam
peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal. Pandangan ini penting karena
dengan kedudukannya yang seperti itu Pancasila harus dijabarkan di dalam peraturan
perundang-undangan dengan semua kaidah penuntunnya. Peraturan perundang-undangan
yang ada sekarang ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004 terdiri dari :

 UUD 1945
 UU/perpu
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 Peraturan Pemerintah
 Keputusan Presiden
 Surat Keputusan Menteri
 Perda

UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, SK Menteri dan Perda, merupakan
peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana sumber hukum ini tidak boleh bertentangan
dengan aturan pokok (UUD 1945) yang merupakan penjabaran dari Pancasila.
1. Penuangan di Dalam UUD 1945

Undang-undang dasar suatu Negara merupakan dasar hukum bagi Negara.
Undang-undang dasar merupakan rujukan dari peraturan-peraturan lain di dalam suatu
Negara.

Pancasila telah tercantum secara lebih konkrit dalam berbagai pasal-pasal dalam
UUD 1945.  Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1)
yang berbunyi ‘negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa’. Kedua, kemanusiaan
yang adil dan beradab tercantum, antara lain, dalam Bab XA tentang hak asasi manusia.

Ketiga, persatuan Indonesia, ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi
’Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan…’, Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah dijamin dalam Pasal 1
Ayat (2), dan Bab VII tentang DPR yang menyerahkan kewenangan pembuatan
Undang-Undang kepada DPR yang merupakan badan perwakilan.

Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin dalam Bab XA
tentang hak asasi manusia, serta Bab XIV tentang perekonomian nasional dan
kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak
bertentangan dengan Pancasila.

Isi UUD secara keseluruhan dimaksudkan mengatur rambu-rambu pokok empat
kaidah penuntun hukum Pancasila yang kemudian dilembagakan dari Pusat sampai ke
Daerah-daerah dan harus dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-
undangan lainnya.

Penuntun petama (semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi
atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia) sesuai dengan tujuan
melindungi segenap bangsa dan selutruh tumpah darah Indonesia dapat dilihat dari
ketentuan tentang pilihan bentuk negara “kesatuan” yang tidak dapat diubah. Hal ini
tercantum dalam Pasal 30 mengatur sistem pertahanan dan keamaman untuk menjamin
keutuhan territori dan ideologi.

Penuntun kedua (negara harus diselenggarakan dalam keseimbangan antara prinsip
demokrasi dan nomokrasi) dapat dilihat di dalam pasal 1 ayat (2) yang menegaskan
prinsip demokrasi (kedaulatan berada di tangan rakyat) dan pasal 1 ayat (3) yang
menegaskan prinsip nomokrasi (Indonesia adalah negara hukum).

Penuntun ketiga (negara harus menjamin keadilan sosial) diatuar di dalam pasal-
pasal tentang kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan sumber daya alam untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, sistem
perekonomian, dan sebagainya.

Penuntuh keempat (negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang
berkeadaban) diatur di dalam pasal 29 yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk
dan melaksanakan agama apa pun yang diyakini oleh setiap warga negara. Tentang ini
diatur juga di dalam pasal 28 tentang HAM. Negara tak perlu mewajibakn berlakunya
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hukum agama, tetapi wajib melindungi dan memfasilitasi setiap warga negara yang
ingin melaksanakan agamanya masing-masing.

2. Penuangan di Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bawah UUD 1945
Peraturan perundang-undangan (regelings) adalah seperangkat peraturan yang

dapat dibuat oleh berbagai lembaga yang berwenang di dalam suatu negara yang harus
tersusun secara hirarkis berdasar bobot materi dan tingkat kewenangan lembaga yang
membuatnya.

Susunan hirarkis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi isi peraturan
perundang-undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajat
atau hirarkinya dengan kaidah penuntun berdasar Pancasila.

Peraturan perundang-undangan yang tertinggi (UUD) harus bersumber dan
berdasar pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UU harus berdasar dan
bersumber pada UUD, Peraturan Pemerintah harus berdasar dan bersumber pada UU,
dan seterusnya.

Kontrol atau pengawasan atas kemungkinan distorsi isi peraturan perundang-
undangan ini diatur dengan instrumen hukum dan politik yang dapat mengawal agar isi
peraturan perundang-undangan itu selalu sesuai dengan Pancasila. Instrumen itu berupa
keharusan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk selalu cermat yang
kemudian masih dapat diuji lagi melalui “review” baik melalui judicial review,
legislative review, maupun executive review.

Pancasila Sebagai Sumber Hukum bangsa Indonesia Penempatan Pancasila sebagai
staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro (Jimly;2006).
Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi
ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam
Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya
Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan
pelaksanannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun dengan
penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di atas
Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian
konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat
dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen
dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara
Pancasila dan UUD 1945. Memang hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli
hukum mengenai apakah Pancasila, atau Pembukaan UUD 1945, atau Proklamasi
Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber
hukum. Polemik ini mencuat ketika Muh. Yamin pada tahun 1959 menggunakan istilah
sumber dari segala sumber hukum tidak untuk Pancasila seperti yang lazim digunakan
saat ini, melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya
dengan ”maha-sumber dari segala sumber hukum,”the source of the source”
(Denny;2003).

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama
dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Dengan
terbentuknya UU No.10 tahun ISSN 1412 - 8683 247 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10
tahun 2004 yang menyatakan bahwa ”Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum negara”, dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala
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sumber hukum sebagai berikut: ”Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan
Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan
negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”. Dardji
Darmodihadjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara
yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar
mengatur menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah karena
Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking system,
sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat (Natabaya;2006).

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan
yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar
epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Selain kesatuan sila-sila
Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut
makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara filosofis Pancasila sebagai suatu
kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar
aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya
materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat
di dunia (Natabaya;2006). 2. Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia A. Hamid
S. Attamimi dalam karangannya yang berjudul ”Pancasila Cita Hukum dalam
Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia” membahas Pancasila dari sudut filsafat hukum.
Ia sengaja tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya, karena menurutnya
istilah cita hukum (rechtsidee) lebih tepat, karena ideologi ISSN 1412 - 8683 248
mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lainlainnya
termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya.

Cita hukum itu tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran yang
mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia (Hamid;1991;61). Tatanan hukum yang
beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita
hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai
aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan
warga masyarakat). Dalam perumusan hasil seminar “Temu Kenal Cita Hukum dan
Penerapan Asas-asas Hukum Nasional” disebutkan bahwa “Cita hukum (rechtsidee)
mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku
masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu
sendiri” (BPHN;1995;247). Jadi, cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran
berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya
terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasil-gunaan (doelmatigheid) dan kepastian hukum.

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri
Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata
kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara
manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta
yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan
alam semesta (Gani:1977;20). Pandangan hidup itu, seperti dikatakan oleh Cardozo,
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merupakan “a stream of tendency, whether you choose to call it philosophy or not,
which gives us coherence and direction to thought and action”. Dengan kata lain
Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pertanyaan “Was ist der Mensch,
und was ist seine Stellung im Sein?” yang merupakan inti keseluruhan pemikiran
kefilsafatan Max Scheler (Driyarkara;135). Jawaban tersebut secara formal ISSN 1412
- 8683 249 dicantumkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilsafatan bernegara, dan dijabarkan
lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal
tersebut dapat diartikan bahwa “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi
muatan peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
Pancasila”. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
merupakan grundnorm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa
serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi
norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa
bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar
dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam
pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan
falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum
negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (legal Policy)
atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan
kebijakan (policy making) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang
sosial, ekonomi, dan politik (Siahaan:2008;592). Prof.Mr.Drs.Notonagoro dalam pidato
Dies Natalis Universitas Airlangga pada tanggal 10 November 1955 yang nampaknya
dalam kalangan luas sudah diterima sebagai suatu communis opinio doctorum. Ia
mengemukakan bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara
(staatsfundamentalnorm), atau menurut istilah digunakannya pokok kaidah fundamentil
negara (Notonagoro;1991). Istilah staatsfundamentalnorm pertama kali diperkenalkan
ISSN 1412 - 8683 250 oleh Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre als
System der rechtlichen Grundbegriffe yang diterbitkan tahun 1940. Menurut Nawiasky,
dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum terdapat suatu norma yang
tertinggi (der oberste Norm), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau
undang-undang dasar (die verfassung). Berdasarkan norma tertinggi inilah konstitusi
atau undang-undang dasar suatu negara dibentuk. Sebenarnya Nawiasky dengan
mengikuti ajaran gurunya Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma yang tertinggi
dalam kesatuan tata hukum negara dinamakan grundnorm. Akan tetapi kedua pendapat
di atas terdapat perbedaan, grundnorm sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen yang
merupakan norma tertinggi pada dasarnya tidak berubah. Tetapi Hans Nawiasky
melihat bahwa norma tertinggi dalam suatu negara selalu mempunyai kemungkinan
mengalami perubahan, baik oleh peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan, coup
d’etat, putsch, atau anschluss. Bangsa Indonesia bersyukur dan bangga mewarisi nilai-
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nilai fundamental, mulai sosio-budaya luhur, berpuncak sebagai filsafat hidup
(weltanschauung) yang dijadikan dan ditegakkan sebagai filsafat negara Pancasila.

Sebagai filsafat hidup, nilai Pancasila merupakan landasan idiil kebangsaan dan
kenegaraan. Pemikiran mendasar tentang jatidiri bangsa, peranannya dalam
memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh
Carl von Savigny (1779-1861) dengan teorinya volkgeist yang dapat disamakan dengan
jiwa bangsa dan atau jatidiri nasional. Demikian pula di Perancis dengan teori “raison
d’ etat” (reason of state) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise
of souvereign, independent, and national state). Oleh karena itu, UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak tepat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan
disebabkan oleh alasan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas
dua kelompok norma hukum yaitu: 1. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang merupakan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara
yang merupakan norma hukum yang tertinggi bersifat ”pre-sup-posed” dan merupakan
ISSN 1412 - 8683 251 landasan dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Sifat norma
hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, dalam arti
belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi; 2. Pasal-pasal UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan staatsgrundgesetz atau aturan dasar
negara/aturan pokok negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-pokok
kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan yang mengikat umum; 3. Selain itu dalam UU No.10 Tahun 2004 Pasal 2
ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum negara.

Pancasila dalam Pembukuan UUD 1945

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa
Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara
formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar Negara
(Suhadi, 1998). Cita-cita hukum tersebut terangkum didalam empat pokok pikiran yang
terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan
Pancasila, yaitu :
1. Negara Persatuan  “ Melindungi segenap bangsa Indonesia  dan seluruh tumpah darah

Indonesia “
2. Keadilan sosial “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat

Indonesia “
3. Kedaulaatan Rakyat “ Neara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan

/perwakilan.”
4. Ketuhanan dan kemanusiaan “Negara berdasarkan atas ketuhanan yang menurut dasar

kemanusiaan yang adil dan beradap.”
Pembukaan UUD 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad

bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita cita mahal, sehingga
pembukaan UUD 19445 merupakan tertib jukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan
agi tertib hukum Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 bersama dengan UUD 1945 diundnagkan dalam berita Republik
Indonesia tahun 11 No 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakekatnya
semua aspek penyelenggaraan pemerintah Negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam
alenia IV pembukaan UUD 1945.
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Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat
Negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD
1945. Maka Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan timbal balik sebagai
berikut :

Hubungan Secara Formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945,
maka Pancasila memporelehi kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan
demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas social, ekonomi,
politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religigius dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya
terdapat dalam Pancasila.
Jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secarta formal dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV.
b) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaedah

Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam
kedudukan yaitu :

1. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberi factor-faktor
mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

2. Memasukkkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi.
c) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain

sebgai Mukaddimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga
berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan
hukumnya berbeda dengan pasal-Pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya
adlah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai
sumbernya.

d) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat,sifat,kedudukan
dan fungsi sebagai pokokkaedah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya
sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang di proklamirkan
tanggal 17 Agustus 1945.

e) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai
kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat di ubah dan terletak pada kelangsungan hidup
Negara Republik Indonesia.

Hubungan secara material

Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan Pncasila selain hubungan yang bersifat
formal, sebagaimana di jelaskan di atas juga hubungan secara material sebagai berikut:

Bilamana kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945,
maka secara kronologis, materi yang di bahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar
filsafat Pncasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama
pembukaan UUD 1945 BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya
tersusunlah piagam jakarata yang di susun oleh panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama
pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah
sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada
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Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara
material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.
Pancasila sebagai sumber tertib hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi,
sumber bentuk dan sifat.

Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945
sebagai pokok kaidah negara yang fubdamental, maka sebenarnya secara material yang
merupakan esensi atau inti sari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain
adalah pancasila.

4.5 Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Menurut Prof. Dr. Notonagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu

yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak
lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya..

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi
pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak
dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak
warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu
terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada
kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi
mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi
kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui
posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang
pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum
dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi,
maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan
pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat
tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih
banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang
berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan
hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak
warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini
mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah
untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada
kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan
seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat
kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
Hak Dan Kewajiban Warga Negara :
1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara

pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia

tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.
Hak Warga Negara Indonesia :
1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
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2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(pasal 28B ayat 1).

4. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
Berkembang”

5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak
mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia  :
a) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan  : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara”.

c) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap
orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

d) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat
2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

e) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD
1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :
1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan
undang-undang.

2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat
(2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan
negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.
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BAB V

GBHN Sebagai Landasan Kebijakan Dalam Pembangunan Nasional

5.1 Tujuan Pembangunan Nasional

Keberadaan jumlah penduduk yang lebih dari dua ratus juta jiwa ini menuntut
pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu tindakan atau menentukan kebijakan agar
kebutuhan penduduk Indonesia dapat terpenuhi dengan baik. Jumlah penduduk yang tidak
sedikit ini tentunya menumbuhkan berbagai macam keberagaman dan kemajemukan di
berbagai aspek dan bidang yang perlu kita rawat dan kita jaga agar keberagaman dan
kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia tidak hilang tergerus karena adanya pengaruh dari
munculnya globalisasi.
Berikut beberapa pengertian dari pembangunan yang kita kenal:
 Pembangunan di Indonesia telah dilaksanakan semenjak dulu kala ketika Indonesia

masih dalam masa penjajahan. Ketika masa penjajahan berlangsung di Indonesia,
pembangunan terhadap Indonesia sebenarnya sudah berjalan, namun hanya dipusatkan
pada kepentingan bangsa yang menjajah Indonesia, bukan untuk segenap rakyat
Indonesia.

 Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dicatatkan bahwa Indonesia
telah mengalami proses pembangunan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur
pemerintahan. Pembangunan pada masa tersebut dipusatkan di daerah-daerah yang
menjadi pusat pemerintahan, bukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia termasuk di
daerah-daerah.

 Oleh karena itu, pada zaman penjajahan, pembangunan daerah ibu kota atau daerah
pemerintahan pusat lebih maju daripada daerah-daerah yang bukan merupakan daerah
utama atau pusat pemerintahan.

 Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya dari para penjajah, makna kemerdekaan
Indonesia di dunia internasional menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk bangkit
untuk memajukan bangsanya agar tidak tertinggal dari bangsa lain. Salah satu usaha
yang dilakukan oleh pemerintah semenjak memperoleh kemerdekaan adalah melakukan
pembangunan di berbagai aspek dan bidang.

Fungsi Pembangunan di Indonesia

Perlu kita ketahui terlebih dahulu, pada era berlakunya sistem pemerintahan Indonesia
pada orde lama, pemerintah pada masa ini mulai secara perlahan-lahan untuk membangun
Indonesia. Dalam era demokrasi orde lama yang berlangsung di Indonesia, pembangunan
tidak dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur karena Indonesia sendiri masih dalam masa
transisi kemerdekaan dan masih diintervensi oleh bangsa yang pernah menjajah Indonesia.
Berikut fungsi pembangunan di Indonesia dalam negara RIS yang pernah berlaku di
Indonesia:
 Kondisi ini diperparah dengan diberlakukannya konstitusi RIS (Republik Indonesia

Serikat) yang membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak dan menimbulkan konflik yang
tidak sedikit di berbagai kalangan. (baca juga: Konstitusi Republik Indonesia Serikat)

 Kekacauan yang terjadi dalam era RIS ini membuat pembangunan di Indonesia menjadi
terhambat apalagi ketika adanya penyimpangan terhadap konstitusi era orde lama dan
UUD 1945 di Indonesia. Pada masa ini, Indonesia tidak mengalami pembangunan yang
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signifikan karena masih diprioritaskan untuk mempersatukan wilayah Indonesia terlebih
dahulu.

Tahapan Pembangunan Nasional di Indonesia

Setelah masa orde lama berakhir, lahirlah masa orde baru yang dipimpin oleh
almarhum presiden Soeharto. (baca juga: Pemerintahan Orde Baru) Pada era orde baru,
pembangunan di Indonesia mulai gencar untuk dilaksanakan guna mencapai stabilitas
nasional di berbagai aspek dan bidang. Bagi masyarakat Indonesia yang mengalami era
pemerintahan orde baru tentu mengenal program andalan pemerintah untuk membangun
Indonesia. Program tersebut disebut dengan Repelita atau Rencana Pembangunan Lima
Tahun. Program ini sendiri terbagai dalam beberapa tahapan, yaitu :
 Repelita I

Repelita I dilaksanakan pada tahun 1969-1974. Program Repelita I yang dilakukan oleh
pemerintah masa orde baru dipusatkan pada pembangunan pada sektor kebutuhan dasar
serta sektor infrastruktur Indonesia. Selain itu, dalam Repelita I ini juga dilakukan
pembangunan pada sektor pertanian dimana menekankan agar Indonesia menjadi
penghasil pertanian yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terutama
dalam hal kebutuhan pokok.

 Repelita II
Repelita II dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974-1979. Pada Repelita
II ini, pembangunan yang sifatnya kedaerahan mulai dilakukan. Dalam sejarah
pemerintahan orde baru, Repelita II melakukan pembangunan terhadap pulau Jawa, Bali,
dan Madura melalui adanya program transmigrasi. Melalui program transmigrasi inilah
pulau-pulau yang menjadi bagian dari Indonesia mulai digalakkan pembangunannya
dalam berbagai aspek dan bidang.

 Repelita III
Repelita III berlangsung dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1984. Pembangunan yang
dilakukan pada masa Repelita III ini terpusat pada sektor perindustrian. Pembangunan
pada sektor perindustrian pada masa Repelita III dimaksudkan untuk meningkatkan
ekspor bahan mentah, produk setengah jadi, maupun produk jadi guna meningkatkan
pendapatan nasional.

 Repelita IV
Era Repelita IV berlangsung pada tenggang tahun 1984-1989. Repelita IV ini
mempunyai tujuan untuk meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di
berbagai bidang, terutama di bidang perindustrian. Pada masa ini, terjadi penyerapan
tenaga kerja yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pekerja di sektor
perindustrian.

 Repelita V
Repelita V dilaksanakan pada tahun 1989-1994. Pembangunan pada Repelita V
dipusatkan pada sektor transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Pada masa Repelita V
ini, mulai dikembangkan berbagai macam moda transportasi massal untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat Indonesia untuk menjangkau berbagai tempat atau daerah. Selain
itu, komunikasi dan pendidikan juga menjadi fokus dalam pembangunan guna
meningkatkan kesejahteraan masyakarakat melalui proses pendidikan.
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Walaupun era pembangunan pada masa orde baru telah berakhir, pembangunan di
Indonesia pada perbagai aspek dan bidang tetap berlangsung. Pada era konstitusi yang
pernah berlaku di Indonesia, pembangunan masih berpusat pada wilayah barat dan tengah
Indonesia. Namun di era sekarang ini, pembangunan Indonesia di berbagai aspek dan
bidang sudah mulai dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya dalam melakukan
pembangunan secara nasional, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan
dilakukannya pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tujuan
pembangunan nasional di Indonesia secara umum diantaranya :
1. Membangun Sistem Politik yang Demokratis

Berbagai macam sistem politik pernah berkembang di Indonesia. Sistem politik
yang pernah berkembang ini mempunyai tujuan untuk membangun sistem politik yang
demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jalannya sistem
politik di Indonesia tidak hanya terjadi pada tatanan pemerintahan namun juga pada
kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam sistem politik demokratis di Indonesia yang
telah berjalan selama kurang lebih tujuh dekade, terjadi banyak gejolak di dalam
pembangunan sistem politik itu sendiri. Berbagai peristiwa jatuh bangun pada
berlakunya sistem politik di berbagai kalangan membuat Indonesia memiliki banyak
pengalaman sehingga dapat melakukan perbaikan pada sistem politik yang pergunakan,
sebagai berikut:
• Pembangunan sistem poitik yang demokratis di Indonesia tentunya memiliki

karakeristik tersendiri. (baca juga: Ciri-Ciri Sistem Politik Demokrasi)
• Karaktersitik inilah yang menjadikan sistem politik yang dibangun di Indonesia

memiliki banyak keberagaman terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai
kedaerahan atau yang sesuai dengan budaya yang dimiliki oleh berbagai wilayah di
Indonesia. (baca juga: Tipe-Tipe Budaya Politik di Indonesia)

• Pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia diharapkan dapat menjadikan
sistem politik yang berlaku di Indonesia untuk menjadi lebih mantap dan stabil guna
mendukung tercapainya stabilitas nasional melalui kehidupan politik di Indonesia.

• Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai
Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan
sistem politik yang demokratis di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip
demokrasi Pancasila agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak
melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila. Selain itu pembangunan terhadap
sistem politik di Indonesia juga didasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila agar
dalam pelaksanaan pembangunan sistem politik tidak melupakan nilai-nilai
Pancasila. Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia
dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik
secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik
Ada pepatah mengatakan “Mens Sana in Corpore Sano” yang memiliki arti yaitu di

dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Hal ini juga berlaku dalam
menjalakan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Mewujudkan sistem
pemeritahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan
nasional. Dalam mewujdukan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh
yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan
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fungsinya demi memajukan bangsa. Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus
dilakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil yang berlaku di
masyarakat. Perlu adanya penguatan terhadap struktur pemerintahan kabupaten, kota,
dan provins terhadap tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pada masa demokrasi terpimpin yang berlaku di Indonesia, sistem pemerintahan
benar-benar dilakukan secara terpusat. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pelaksanaan
pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah pusat termasuk di dalamnya adalah
melakukan pembangunan pada skala daerah. Tentu saja dalam pelaksanaannya,
pemerintah pusat mengalami kesulitan karena wilayah di Indonesia sangat banyak dan
mempunyai karakteristik yang berbeda-beda diantara satu wilayah dengan wilayah
yang lain. Oleh karena itu, demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu
mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan suatu kebijakan
yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah
pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan, sebagai berikut :
 Melalui otonomi daerah yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia membuat

pemerintah Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun daerah leluasa untuk
mengatur kebutuhan daerahnya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah
wewenang dan kekuasaan pemerintah dapat terbagi dengan baik.

 Tentu saja hal ini dapat memperkuat pemerintah Indonesia untuk mewujudkan
sistem pemerintahan yang baik untuk kelangsungan kehidupan bangsa dan
masyarakatnya. Dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia, fungsi
pemerintah dalam pembangunan menjadi lebih maksimal terutama dalam
mewujudkan image pemerintah yang baik di kalangan masyarakat.

 Diharapkan, kebijakan yang dikeluarkan baik itu oleh pemerintah pusat maupun
daerah dapat membawa masyarakat ke arah kesejahteraan sehingga di mata
masyarakat, jalannya sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dinilai baik.

3. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Sektor
Seperti yang sudah disebutkan dalam paragraf pendahuluan, Indonesia memiliki sumber
daya alam dan sumber daya manusia yang begitu banyak. Negara Indonesia dikaruniai
hasil alam yang sangat melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun dengan adanya
hasil alam yang melimpah ini, belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di
Indonesia. Pada masa demokrasi era reformasi sekarang ini, pemerintah Indonesia
melalui gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan
masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan
bidang, sebagai berikut :
 Percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak hanya

terpusat di pulau Jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah
Indonesia timur seperti Papua.

 Percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata dilakukan
untuk kepentingan masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia menikmati apa
yang seharunya dinikmati oleh masyarakat.

 Pemerintah sadar bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai
sifat-sifat kedaerahan yang tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan percepatan pembangunan pada sektor-sektor

yang bersifat kedaerahan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang ekonomi dan
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industri. Tujuan percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor merupakan
termasuk dalam salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimana
percepatan pembangunan yang dilakukan adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat.

4. Membangun Kesejahteraan Rakyat

Salah satu pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan
rakyat. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan tersebar di berbagai
daerah di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat di Indonsia perlu diperhatian salah satuya
dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan,
transportasi, ekonomi, dan lainnya, sebagai berikut :
 Pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan

nasional dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai salah satu cara
mengatasi kesenjangan sosialbudaya di masyarakat Indonesia.

 Kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan dan difasilitasi oleh pemerintah pusat
maupun daerah guna mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang
madani. (baca juga: Syarat Terwujudnya Masyarakat Madani)
Selain itu, membangun kesejahteraan masyarakat juga didasarkan pada norma-norma

dalam kehidupan masyarakat agar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tidak hilang
begitu saja karena adanya upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan
masyarakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar konflik sosial di dalam masyakarat dalam
diminimalisir sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. (baca juga: Contoh
Konflik Sosial dalam Masyarakat)

5. Mencerdaskan Bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu pembangunan nasional Indoensia
yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa
jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasaan pada tingkatan tertentu,
masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, sebagai berikut:
• Usaha pemerintah dalam mencerdaskan bangsa dilakukan dengan program wajib

belajar sembilan tahun yang kemudian ditambahkan menjadi dua belas tahun, atau
minimal sampai pada jejang sekolah menengah yang disertai dengan program
penguatan pendidikan karakter bagi para pelajar terutama di era globlasasi ini.
(baca juga: Pendidikan Karakter Bangsa)

• Pemerintah melakukan upaya ini karena pemerintah menyadari bahwa salah satu
syarat minimal dalam sebuah lapangan pekerjaan yang tersedia adalah berijazah
sekolah menengah.

• Oleh karena itu, demi mewujudkan kecerdasan bangsa khususnya masyarakat
Indonesia, pemerintah telah menyediakan program pendidikan gratis melalui
beasiswa maupun dalam bentuk lainnya.

5.2 Landasan Pembangunan Nasional

Yang menjadi Landasan dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah :
1. Pancasila sebagai landasan Idiil.
2. UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional.
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3. GBHN Tap MPR No.IV/MPR/1999 yang diperbarui dengan UU Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5.3 Azas Pembangunan Nasional

Asas Pembangunan Nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang
teguh dalam perencanan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Asas-asas tersebut adalah :

Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasioanl dijiwai, digerakkan dan

dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME sebagai nilai luhur yang
menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai
pengamalan Pancasila.

Asas Manfaat

Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat bagi
kemanusiaan, kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga Negara serta
mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Asas Demokrasi Pancasila

Bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan semangat
kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat.

Asas Adil dan Merata

Bahwa pembangunan nasional dilakukan atas usaha bersama harus merata di semua lapisan
masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air dimana setiap warga Negara berhak memperoleh
kesempatan berperan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai
kemanusiaan.

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan

Bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan,
yaitu keseimbangan keserasian dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat,
material dan spiritual jiwa raga, individu, masyarakat dan Negara, pusat dan daerah serta
antardaerah, kepentingan kehidupan darat, laut dan udara serta kepentingan nasional dan
internasional.

Asas Hukum

Bahwa setiap warga Negara dan penyelenggara Negara harus taat pada hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran, serta Negara diwajibkan untuk menegakkan dan
menjamin kepastian hukum.

Asas Kemandirian

Bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan
kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
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Asas Kejuangan

Bahwa penyelenggara Negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan
semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakn
kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bahwa pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir batin yang
setinggi-tingginya, penyelenggaraannya perlu menerapkan nilai- nilai ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan mempertahankan nilai- nilai
agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

5.4 Modal Dasar Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan nasional tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Syarat utama tentu bangsa Indonesia harus memiliki modal dasar. Modal dasar
pembangunan nasional adalah segala sumber kekuatan nasional yang dimiliki dan
didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Modal dasar pembangunan
nasional Indonesia antara lain; kemerdekaan dan kedaulatan, jiwa dan semangat persatuan,
wilayah nusantara, kekayaan alam yang beraneka ragam, penduduk, serta adat istiadat dan
budaya bangsa.

Apabila semua potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal, tentu keberhasilan
pembangunan nasional akan tercapai. Dari beberapa modal dasar tersebut, penduduk
merupakan faktor yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, karena
peranannya yang sangat dominan.

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk
negara yang bersangkutan. Tingkat kesejahteraan penduduk biasa diukur dengan kenaikan
penghasilan riil per kapita. Penghasilan riil perkapita adalah sama dengan pendapatan
nasional riil secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun dibagi dengan seluruh
jumlah penduduk. Dari pengertian di atas terlihat bahwa tingkat kesejahteraan penduduk akan
tercapai jika pendapatan nasional riil meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan
penduduk.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan riil suatu
negara. Kedua faktor tersebut adalah penduduk dan tenaga kerja (human resources). Dilihat
dari peranannya, penduduk memiliki dua peranan penting dalam meningkatkan hasil
pembangunan ekonomi suatu negara.

Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen. Sedangkan dari segi
penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk
yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, jika
penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil
produksi yang dihasilkan. Ini berarti bahwa pertambahan penduduk yang tinggi harus disertai
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dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan penduduk dengan tingkat
penghasilan yang rendah tidak ada artinya bagi pembangunan ekonomi.

Seperti telah dipaparkan di atas, pertambahan penduduk yang pesat justru
menyumbang terhadap kenaikan penghasilan riil perkapita, jika penduduk itu berkualitas. Hal
ini disebabkan karena penduduk yang berkualitas, pada umumnya mempunyai tabungan yang
siap untuk melayani kebutuhan investasi, sehingga tambahan penduduk yang berkualitas akan
menambah potensi masyarakat sebagai konsumen potensial (captive market). Contoh dengan
bertambahnya penduduk yang berkualitas juga akan menambah permintaan kebutuhan
sandang, pangan, perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan lain
sebagainya.

Bertambahnya penduduk justru akan menciptakan/memperbesar permintaan secara
keseluruhan, terutama untuk investasi. Pertambahan penduduk itu tidak sekedar sebagai
tambahan penduduk melainkan juga sebagai suatu kenaikan dalam daya beli (purchasing
power).Oleh karena itu apabila terjadi penurunan jumlah penduduk, maka akan menyebabkan
turunnya rangsangan untuk mengadakan investasi sehingga mengakibatkan permintaan juga
akan turun. Jika perkembangan penduduk tertunda maka akan mempunyai perkiraan bahwa
pasar akan semakin sempit.

Namun sebaliknya, jika penduduk tidak berkualitas, maka perkembangan penduduk
yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu adanya
pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut adanya pembangunan ekonomi yang terus
menerus. Pembangunan ekonomi memerlukan adanya investasi yang berasal dari tabungan.
Dengan demikian pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak berkualitas justru merupakan
penghambat bagi pembangunan ekonomi.

Selain penduduk, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pembangunan yaitu; sosial budaya, wilayah, sumber daya alam, teknologi, modal, disiplin
nasional, manajemen nasional, serta perkembangan regional dan global.

5.5 Faktor Dominan

Bila dicermati dengan sungguh-sungguh, setidaknya ada tiga kemungkinan kejadian
yang tidak menguntungkan bagi negara manapun yang tidak dapat mengembangkan
kemampuan Ipteknya, yaitu: Pertama secara relatif maupun absolut mengalami ketinggalan
dalam hal tingkat kecerdasan bangsa, kemakmuran rakyat, dan perlindungan terhadap
kepentingan serta kedaulatannya.

Kedua dengan posisi ketertinggalan tersebut, maka kemampuan untuk memanfaatkan
peluang dan menjawab tantangan dalam hubungan antar bangsa menjadi rendah. Ketiga
dalam kondisi inferioritas seperti itu, maka semakin jauh kemungkinan untuk mendapatkan
keuntungan dan nilai tambah dari setiap upaya yang dilakukannya.Dengan demikian jelas
bahwa pengembangan kemampuan Iptek menjadi kepentingan yang bersifat strategik bagi
semua negara untuk dapat mencapai kemajuan dan perkembangan sesuai harapan.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang
berkesinambungan dalam upaya melakukan perubahan dan perbaikan disegala bidang.
Perubahan dan perbaikan itu menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan dalam
penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian sasaran pembangunan
nasional, meliputi:
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1. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan perkembangan
aspirasi rakyat yang dinamis.

2. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan lingkungan dan alam
tropiknya.

3. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya, termasuk
flora dan fauna.

4. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan penguasaannya terhadap
ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan ketaatan kepada hukum
dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat.

6. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyeleng garaan negara dan pemerintahan
7. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional yang selalu berubah

secara dinamis.
8. Kemungkinan pengembangan.

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar pembangunan untuk mencapai tujuan
Pembangunan Nasional dengan landasan-landasan serta asas-asas di atas, perlu diperhatikan
Faktor Dominan Pembangunan Nasional sebagai berikut :
1. Faktor demografi, dan sosial budaya;
2. Faktor geografi, hidrografi, geologi dan topografi;
3. Faktor klimatologi;
4. Faktor flora dan fauna;
5. Faktor kemungkinan pengambangan.

5.6 Trilogi Pembangunan Nasional

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh
pemerintahan orde baru di Indonesia dalam sebagai landasan penentuan kebijakan politik,
ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.

Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin tercapai / terwujud
tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi
yang cukup tinggi tidak mungkin dapat dicapai apabila tanpa adanya stabilitas nasional yang
sehat dan dinamis. Hal ini tercermin bahwa unsur-unsur dalam trilogi pembangunan harus
dikembangkan secara selaras, serasi, terpadu, dan saling mengait.

Mari kita pelajari lebih jelas tentang unsur-unsur dalam trilogi pembangunan :

a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya Pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya berarti bahwa pembangunan itu harus dilaksanaan secara merata di seluruh
wilayah tanah air, serta hasil-hasilnya harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara
adil dan merata. Apa yang dimaksud adil dan merata ? Adil dan merata mengandung arti
bahwa setiap warga negara harus menerima hasil-hasil pembangunan sesuai dengan
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nilai-nilai kemanusiaan, dan bagi yang mampu berperan lebih, harus mendrima hasilnya
sesuai dengan darma bhaktinya kepada bangsa dan negara.

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Pertumbuhan ekonomi yang bukup tinggi
dalam trilogi pembangunan mengandung makna bahwa :
1. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari angka laju pertumbuhan penduduk.
2. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi harus tetap memperhatikan keadilan dan

pemerataan.
3. Harus tetap dijaga keselarasan, kererasian, dan keseimbangan dengan bidang-bidang

dengan bidang-bidang pembangunan lainnya.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dimaksudkan agar dalam pelaksanaan

pembangunan itu :
1. Terdapat kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman,

tentram dan tertib yang tercipta karena berlakunya aturan yang disepakati bersama.
2. Dalam kondisi stabilitas nasional terdapat iklim yang mendorong berkembangnya

kreativitas masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Di dalam pelaksanaan pembangunan selalu diperhatikan asas pemerataan yang menuju
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan melanjutkan, memperluas,
dan memberikan kedalaman pada pelaksanaan delapan jalur pemerataan yang selama ini telah
ditempuh pemerintah . Adapun yang dimaksud dengan flapan jalur pemerataan itu adalah :
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang

dan papan ( perumahan ).
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja.
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khurusnya bagi generasi muda

dan jaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal.
Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan
sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam rangka menyelenggarakan
pembangunan nasional maka sejak awal tahun 2000 telah disepakati secara nasional adanya
landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut :
1. Pertama, landasan konstitusional pembangunan adalah UUD 1945. UUD 1945

merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan
nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam
Keputusan/Ketetatapan MPR. Khusus dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan empat
pokok tujuan pembangunan nasional mencakup: mencerdaskan kehidupan bangsa,
menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan
berperanserta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

2. Kedua, landasan idiil pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan yang
paling dasar guna menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
memperkokoh perwujudan visi pembangunan yang termuat dalam UUD 1945 guna
dijadikan menjiwai penyusunan Keputusan/Ketetatapan MPR.



72

3. Ketiga, landasan operasional pembangunan adalah Keputusan/Ketetapan MPR.
Keputusan/Ketetapan MPR terutama Ketetapan tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional lima
tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan nasional-lima
tahunan. GBHN disusun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN adalah UUD 1945.

4. Keempat, landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan
Nasional-lima tahun (Propenas).Propenas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi
pembangunan lima tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan prioritas
kebijakan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah
(pembangunan daerah). Propenas disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar
penyusunan Propenas adalah GBHN.

5. Kelima, landasan pembangunan nasional tahunan adalah Rencana Pembangunan
Tahunan (Repeta). Repeta merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan strategi
pembangunan lima tahunan ke dalam sasaran pembangunan satu tahunan guna dijadikan
landasan dalam penyusunan pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan
pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repeta disusun oleh Pemerintah
bersama DPR. Dasar penyusunan Repeta adalah Propenas. Repeta memuat satuan
anggaran pembiayaan pembangunan sektoral nasional. Dasar penyusunan Repeta adalah
Propenas.

6. Keenam, landasan pembiayaan pembangunan nasional tahunan adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).APBN merupakan arahan paling dasar sebagai
acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan nasional satu tahunan guna dijadikan
sumber pembiayaan pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah
(pembangunan daerah). APBN disusun oleh Pemerintah bersama DPR. Dasar
penyusunan APBN adalah Repeta. APBN memuat nilai-nilai anggaran pembiayaan
pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan
daerah) yang tertuang dalam APBN.

7. Ketujuh, landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah Rencana Strategis
(Renstra). Renstra merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan
pembangunan jangka menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka
pendek (satu tahunan) guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan
pembangunan sektoral nasional dan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan
daerah) selama satu tahun. Renstra disusun oleh Departemen Teknis, Lembaga
Pemerintah Non-Departemen, dan Lembaga-lembaga Pemerintah lainnya, guna dijadikan
landasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstra adalah
Propenas dan Repeta.

8. Kedelapan, landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Pola Dasar
Pembangunan Daerah (Poldas). Poldas merupakan arahan paling dasar sebagai strategi
pembangunan lima tahunan nasional di daerah guna dijadikan landasan dalam
penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).
Poldas disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan,
bersama DPRD masingmasing. Dasar penyusunan Poldas adalah GBHN.

9. Kesembilan, landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Program
Pembangunan Nasional-lima tahun Daerah (Propeda). Propeda merupakan arahan paling
dasar sebagai strategi pembangunan lima tahunan di daerah guna dijadikan landasan
dalam penyusunan prioritas kebijakan pembangunan sektoral nasional di daerah
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(pembangunan daerah). Propeda disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-masing. Dasar penyusunan
Propeda adalah Poldas dan Propenas.

10. Kesepuluh, landasan pembangunan nasional di daerah adalah Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah (Repetada). Repetada merupakan arahan paling dasar sebagai
pelaksanaan strategi pembangunan lima tahunan di daerah ke dalam sasaran
pembangunan satu tahunan guna dijadikan landasan dalam penyusunan pembiayaan
pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). Repetada disusun oleh
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama DPRD masing-
masing. Dasar penyusunan Repetada adalah Propeda. Repetada memuat satuan anggaran
pembiayaan pembangunan sektoral nasional yang tertuang dalam APBD.

11. Kesebelas, landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan arahan paling dasar sebagai
acuan pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah satu tahunan guna dijadikan
sumber pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah). APBD
disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, bersama
DPRD masingmasing. Dasar penyusunan APBD adalah Repetada. APBD memuat nilai-
nilai anggaran pembiayaan pembangunan sektoral di daerah (pembangunan daerah).

12. Keduabelas, landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional di daerah
(pembangunan daerah) adalah Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Renstrada
merupakan arahan paling dasar sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka
menengah (lima tahunan) ke dalam kegiatan pembangunan jangka pendek (satu tahunan)
guna dijadikan landasan dalam penyusunan anggaran pembiayaan pembangunan sektoral
nasional di daerah (pembangunan daerah) selama satu tahun. Renstrada disusun oleh
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, guna dijadikan landasan
pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dasar penyusunan Renstrada adalah Propenas dan
Repeta, serta Propeda dan Repetada.

13. Ketigabelas, landasan penyerasian pembangunan adalah forum Rapat Koordinasi
Pembangunan Nasional (Rakorbangnas). Rakorbangnas merupakan suatu mekanisme
penyerasian penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan nasional
dan pembangunan nasional di daerah berdasarkan masukan dari daerah (rakyat) sesuai
prinsip musyawarah dan wawasan nasional (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945).
Tujuan utama Rakorbangnas adalah menentukan prioritas pembanguan di setiap
wilayah/daerah dan kawasan/regional. Jalur pelaksanaan skema Rakorbangnas dimulai
dari forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan (tingkat pertama),
dilanjutkan ke forum pertemuan tingkat Kabupaten/Kota serta forum
Lintaskabupaten/Kota (tingkat kedua), diteruskan ke forum pertemuan di tingkat Provinsi
(tingkat ketiga), kemdian diteruskan ke forum pertemuan di tingkat
kawasan/regional/pulau (tingkat keempat), dan berakhir di forum Rakorbangnas. Skema
Rakorbangnas melibatkan semua unsur pelaku pembangunan, mulai unsur Pemerintah
(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), unsur perwakilan rakyat (DPR, DPRD), dan
unsur publik yang terdiri dari unsur bisnis (seperti Kadin) dan nir-laba (perguruan tinggi
dan lembaga swadaya masyarakat)
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5.7 Pokok Pikiran Yang Terkandung Dalam GBHN

Pembangunan hukum selama masa Orde Baru menjadi alat penopang dan pengaman
pembangunan nasional yang secara kasar telah direduksi hanya sebagai proses pertumbuhan
ekonomi semata. Pranata-pranata hukum di masa tersebut lebih banyak dibangun dengan
tujuan sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah, sebagai sarana untuk memfasilitasi
pertumbuhan ekonomi, dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial.
Konsep pembangunan model ini tercantum dalam setiap Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN), terakhir pada tahun 1998.

Kerangka pemikiran pembangunan hukum tersebut secara nyata telah mengabaikan cita-cita
dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Dalam konstitusi UUD 1945 telah
dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas
hukum (rechtsstaat), bukan negara berdasar atas kekuasaan (machtsstaat), sehingga hukum
berikut seluruh pranata pendukungnya adalah dasar dan kerangka bagi proses
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan semata-mata sebagai alat dari
kepentingan sekelompok orang yang berkuasa dan bukan pula alat dari suatu sistem yang
cenderung mengabaikan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Gagasan negara berdasar atas hukum muncul dari para pendiri negara ini dengan dilandasi
oleh prinsip-prinsp demokrasi dan keadilan sosial, artinya hukum dan segala wujud nilai-nilai
yang kemudian diejawantahkan ke dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh
menyimpang,, baik secara nyata-nyata maupun tersamar, dari prinsip-prinsip demokrasi dan
keadilan sosial. Hukum dalam gagasan para pendiri tersebut justru seyogyanya menjadi dasar
pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Dalam rentang waktu panjang kesejarahan bangsa Indonesia, negara dan hukum yang dicita-
citakan oleh para pendiri republik ini seringkali tidak berdaya untuk membantah dan
menahan arus kepentingan sekelompok orang yang pada gilirannya justru mengorbankan
hak-hak rakyat banyak, yang pada hakekatnya juga mengorbankan misi suci dari hukum itu
sendiri. Hukum dalam banyak hal, sebagaimana telah dinyatakan di atas, malah acap kali
bermetamorfosis menjadi "lembaga pengesah" kesewenang-wenangan dan "lembaga
penghukum" pencari keadilan. Khusus di masa Orde Baru, secara nyata-nyata hukum
menjadi alat stabilitas politik, alat penumpuk kekayaan, dan alat pelumas putaran roda
pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari pengkerdilan hukum tersebut adalah porak porandanya
sistem hukum, baik dari segi kelembagaan hukum, substansi materi hukum, maupun budaya
hukum.

Dalam keadaan seperti itu, maka yang dibutuhkan untuk membangun kembali tatanan hukum
yang menjunjung tinggi keadilan adalah merekonstruksi kembali bangunan hukum yang baru
dengan landasan cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan konstitusi, yaitu
demokrasi dan keadilan sosial, dengan secara dinamis memberikan perhatian pada
perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Hal tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran
yang telah ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok
Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
Sebagai Haluan Negara, yang menyatakan dalam Bab Pendahuluan Bagian Pengantar alinea
ketiga bahwa upaya pembenahan situasi krisis multidimensional ini adalah dengan cara "...
koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran
reformasi."
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Pada masa di mana dinamika masyarakat yang begitu cepat berubah dan berkembang saat ini,
dan pada masa di mana pandangan-pandangan yang konservatif tidak lagi mendapat ruang
untuk merefleksikan dirinya, hukum Indonesia dipacu untuk membenahi kerangka-kerangka
tubuhnya yang telah jatuh berserakan karena selubung dan rekat-rekat pembalutnya telah
ditanggalkan, sehingga terkuaklah kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak pernah tumbuh dan
berkembang. Dengan bahan dasar kerangka-kerangka tersebut diharapkan disusun suatu
bangunan yang kokoh, yang tidak bersandar dan disandari oleh bangunan-bangunan lain.

Segera setelah itu hukum Indonesia dituntut untuk dapat mengkreasikan bentuknya menjadi
pedoman bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai pencari
jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan hukum dalam masyarakat Indonesia. Beban
yang sungguh berat dan sarat dengan idealisme yang tampaknya tidak didasarkan pada
kenyataan-kenyataan kemasyarakatan yang sesungguhnya.

Kajian ini berusaha untuk menempatkan proses pembangunan hukum Indonesia pada
keadaan yang sesungguhnya dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia sampai saat
ini, dan kemudian secara jernih berupaya membangun langkah-langkah yang mendasar bagi
proses pembangunan hukum Indonesia di masa mendatang. Dalam kajian ini hukum beserta
seluruh sistem dan instrumen pendukungnya dianggap sebagai hasil dari konstruksi tatanan
masyarakat dalam rentang waktu kesejarahan yang panjang seiring dengan dinamika nasional
dan internasional.

Dengan pangkal tolak pemikiran semacam itu, kajian ini bertujuan pertama-tama untuk
mendeskripsikan kondisi obyektif bidang hukum di Indonesia saat ini dan kemudian
menganalisisnya dalam kerangka dinamika perkembangan masyarakat Indonesia beserta
kebutuhan-kebutuhannya di masa mendatang, khususnya di bidang hukum. Setelah itu akan
diajukan rekomendasi berupa komentar dan usulan terhadap butir-butir dari draft Rancangan
GBHN Tahun 1999 Bidang Hukum yang disusun oleh Dewan Pertahanan Keamanan
Nasional (Dewan Hankamnas) dalam bentuk matriks, sebagai pedoman pelaksanaan politik
hukum

5.8 Pola Dasar Pembangunan Nasional

Pada masa orde baru pun sebenarnya telah dikenal istilah perencanaan partisipatif melalui
Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Daerah (P5D) yang dikelola oleh
Departemen Dalam Negeri (Permendagri No 9 Tahun 1982), dengan ketentuan teknis yang
sangat rinci. Falsafahnya adalah menjaring aspirasi masyarakat, mulai dari tingkat desa,
kecamatan, untuk dibawa ke tingkat pusat melalui serangkaian forum-forum pertemuan dan
konsultasi. Namun dalam kenyataannya sangat sedikit usulan-usulan pembangunan dari
tingkat desa yang dimasukkan dalam agenda pembangunan Provinsi dan Nasional.

Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun
sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat
untuk direposisi dimana semangat perubahan dan otonomi daerah telah berkembang sebelum
dinamika reformasi terjadi.

Karakteristik lainnya adalah bahwa GBHN dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini memilki keunggulan dibanding ketetapan dalam
bentuk Undang-Undang karena mengubah Ketetapan MPR memerlukan konsensus politik
yang lebih tinggi daripada undang-undang sehingga lebih menjamin konsistensi dan
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kesinambungan pembangunan siapa pun presidennya nanti. Konsisten berarti diikuti dan
ditaati oleh seluruh penyelenggara negara secara horisontal dan vertikal dari pusat ke daerah.
Berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim meskipun berganti-ganti setiap
lima tahun.

Dokumen perencanaan terkini selepas masa GBHN diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU No 25/2004 ini
mempunyai tujuan yang sangat luas, yaitu untuk (1) mendukung koordinasi antarpelaku
pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,
antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3)
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Pasal 2).

Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya mencerminkan bagaimana seharusnya sistem perencanaan
pembangunan menghasilkan rencana publik. Namun jika dilihat lebih mendalam, kandungan
UU tersebut belum merupakan suatu sistem perencanaan yang mengarah pada tujuan-tujuan
di atas. Dalam UU tersebut tidak banyak pembaruan-pembaruan yang berarti bagi praktik
perencanaan pembangunan yang telah dijalankan di Indonesia selama ini. Hal yang menonjol
dalam UU itu adalah legitimasi eksistensi Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) yang pada masa GBHN dianggap tidak diperlukan lagi kehadirannya.

Seperti juga dalam praktik perencanaan sebelumnya, Undang-Undang tersebut sangat
menonjolkan perencanaan sebagai produk (dokumen), baik pada tingkat nasional, daerah,
maupun Kementerian/Lembaga. Produk merupakan hal yang penting, namun hal yang lebih
penting adalah kualitas proses dalam mencapai dokumen tersebut. Kualitas proses inilah yang
boleh jadi tidak disentuh dalam UU No 25/2004. Dalam UU tersebut memang ditegaskan
tentang keharusan adanya kelembagaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan
Pembangunan) dalam penyusunan rencana, namun hanya menyebut permukaannya saja
(Pasal 10 ayat 3; Pasal 11 ayat 1; dan Pasal 12 ayat 1), tidak seperti pada Pasal-pasal tentang
Produk (Dokumen) yang dijelaskan dengan sangat rinci. Hal tersebut mencerminkan masih
adanya ‘jurang’ (gap) antara tujuan UU 25/2004 dengan kandungannya, dimana isi kurang
mencerminkan jiwa serta semangatnya.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa dalam masa Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang disertai suasana yang euforia, banyak perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
masyarakat yang dilakukan sendiri-sendiri. Pendanaannya juga ditunjang oleh berbagai donor
baik luar maupun dalam negeri. Perencanaan menjadi tidak terkait satu dengan lainnya,
bahkan saling bertentangan, yang pada gilirannya bisa menuju situasi yang kacau (chaotic).

Seyogyanya ‘Musrenbang’ menurut UU 25/2004 tidak terjadi seperti masa orde baru yang
bersifat Top-Down. Musrendang haruslah benar-benar menjadi arena komunikasi timbal
balik antara lembaga perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)
untuk menetapkan keputusan kolektif. Diantisipasi bahwa prosesnya akan sangat panjang dan
melelahkan, namun itulah tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang lebih partisipatif.

Bila tidak hati-hati apa yang diamanatkan dalam UU 25/2004 dapat mengulang kesalahan
lama, yaitu bahwa perencanaan dipandang sebagai dokumen dan Blueprint yang disusun



77

secara mekanistik, yang seringkali merupakan formalitas (keharusan memiliki), dan hanya
merupakan hiasan meja. Sesuatu yang perlu disadari bahwa perencanaan publik merupakan
suatu proses interaksi antara birokrasi perencanaan dan publik yang bersifat majemuk. Proses
ini harus terjadi secara terus menerus sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi dan politik
masyarakat.
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BAB VI

Pembangunan Kesehatan Sebagai Bagian Dari Pembangunan Nasional

6.1 Arah Dan Tujuan Dan Strategi Pembangunan Kesehatan

A.   Pengertian Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan
tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta
maupun pemerintah.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan
masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat
pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Untuk menjadikan masyarakat
mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup
sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan
berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan
pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta

B.   Arah Pembangunan Kesehatan

1. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional
2. pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan

secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada
penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan
mapun di pedesaan

3. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan
profesionalisme, desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini.

2. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui
program peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat,
pelayanan kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, Informasi           dan
manajemen yang handal.

1. Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
2. Tenaga yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki

semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif,
berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.

3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung
dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya
peningkatan kesehatan pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak
pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia.

4. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui
pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana
dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh
masyarakat.

5. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi
seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan



79

kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan
pekerja.

6. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan
pemberdayaann terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban
bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.

7. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga
harkat martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

8. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak
terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil
angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana.

10. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-
obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen,
pengedar dan pemakai

C.   Tujuan Pembangunan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal
melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang
hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan
yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari
pembangunan kesehatan yaitu :

1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang
kesehatan.

2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
3. Peningkatan status gizi masyarakat.
4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).
5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera

D.    KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan
kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor.
Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor
merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara
seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan secara
intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada dasar-dasar
pembangunan kesehatan.

2. Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.
Masyarakat dan swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui
berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari
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norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap
didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta
keseimbangan upaya kesehatan.

3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan

yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan
kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan mutu
lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan
masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan
kesehatan.

Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta
tempat periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang
memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah,
penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan
lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan
produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya
kesehatan. Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai peraturan
perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda serta
pembakuan standar lingkungan.

4. Peningkatan Upaya Kesehatanya.
Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
pennyembuhan penyakit dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan
kemanusiaan dan darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan perlu terus –menerus diupayakan.

Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama kritis
ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan untuk mengatasi dampak kritis disamping tetap
mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam
mengatasi dapak kritis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga
miskin agar derajat kesehatan tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah
berttanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin.

Setelah melewati krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan
ditigkatkan melalui pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan
dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan
masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas. Prioritas
utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah yang
cenderung meningkat.

Perhatian yang lebih besar diberikan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang
tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi dan
kebugaran jasmani tenaga kerja serta upaya kesehatan lain yang menyangkut kesehatan
lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal di
daerah yang kumuh.

5. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
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Pengenbangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan
kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil
sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika profesi.
Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya
guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan
pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam parencanaan
tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga
keperluan tenaga berbagai negara di luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan
karier tenaga kesehatan mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah
dan seksama serta diserasikan secara bertahap.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan
kesehatan melelui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin
tersekenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan harga
yang terkendali. JKPM diselenggarakan sebagai upaya bersama antar masyarakat, swasta
dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus
meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang
yang diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang
tidak mampu akan dibantu melalui system JKPM yang disubsidi oleh pemerintah.
Bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi kesehatan sebagai
pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah
pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara bertahap puskesmas dan
rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara swadana.

6. Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan

terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan
dan sektor lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara
para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang
terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian
diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh dan
menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal guna
menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi
tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan
sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder. Organisasi Departemen Kesehatan
perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi : regulasi, perencanaan nasional,
pembinaan dan pengawasan.

Desentralisasi atas dasr prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan
bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan upaya
kesehatan kepada daerah Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya
sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan,
pembiayaan dan pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen
tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan
pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya
pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan
pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
maupun dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
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7. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan.
Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan

secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk
mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan
mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan
kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan didesentralisasikan
sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan daerah.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia,
pemberatasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan
ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan
kesehatan dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam
pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku sehat
dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan
masyarakat yang ada.

8. Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya.
Selain berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan

sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan
kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya
masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil
manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari
globalisasi.

Kebijakan pemerintah tentang pembangunan nasional dilakukan pembagunan
nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya
adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah
Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut
adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi
yang stabil. Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
4. Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu,

• Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
• Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun),

merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap
pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.

Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :
1. Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal
pembangunan Orde Baru.
Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan
dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.
Sasaran Pelita I : Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat,
perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
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Titik Berat Pelita I : Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk
mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian,
karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
Muncul peristiwa Marali (Malapetaka Limabelas Januari) terjadi pada tanggal 15-16
Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia.
Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut
Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang
Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran
barang-barang buatan Jepang.

2. Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya
adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II
cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal
pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju
inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun
menjadi 9,5%.

3. Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III
pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan
lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur
Pemerataan, yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan,
dan perumahan

2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi

generasi muda dan kaum perempuan
7. Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4. Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah
sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang
berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan
kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat
dipertahankan.

5. Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada
sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik
dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar
negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih
baik dibanding sebelumnya.

6. Pelita VI
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Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih
pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian
serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan.
Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara
termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang
mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk
mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih
sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman,
"margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam
usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk
mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca
pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi
yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran
internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian
terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan
stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor
perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil. [1]

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur
keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat
terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi
barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas
pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi
dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang
apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah
atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu :
 Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
 Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
 Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
 Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut

juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy)
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Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau
membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah
uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah
kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau
singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar
Uang.

Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat
bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan
uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah,
pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat
bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah
uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang
beredar, pemerintah menaikkan rasio.

Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan
jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan
pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang
beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan Fiskal

Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator,
misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan
PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah.
Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas
perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan
kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. Salah satu bentuk kebijakan fiskalyang sedang
marak adalah BLT. Banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang
mampu. Sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya
beli masyarakat juga meningkat. Dengan demikian permintaan dari masyarakat juga
meningkat. Meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada
akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.
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Contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah.
Katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. Dalam proyek ini
pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain
proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan orang yang
bekerja di situ bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang
sama dengan BLT tadi.

Kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. Kisalnya dengan
deficit financing. Defcit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran >
penerimaan. Deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dahulu pemerintahan
Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam
dari Bank Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation)
karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang
defisitdipinjamlah uang dari rakyat. Sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk
memberi pinjaman pada pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar
negeri.Tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit
financing dengan mengadakan suatu proyek. Proyek tersebut adalah normalisasi sungan
Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. Proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi
banjir. Proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. Dengan
adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat
juga naik. Pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.

6.2 Pengawasan Pengendalian Dan Penilaian

Menurut peraturan pemerintah no.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian adalah serangkaian kegiatan
manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan (pemantauan)
adalah kegiatan mengawasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.

B. Pengendalian Pembangunan

Dalam pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pembangunan berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang, sehingga pengendalian
pembangunan berkaitan erat dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Pengendalian
pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan
penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana
atau adanya produk rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
yang telah ditetapkan.
Berikut ini Sistem pengendalian pemanfaatan ruang dengan dasar-dasar Pengendalian
Pembangunan :
1. Regulatory system

Yaitu pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kepastian hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Regulatory system ini sudah diterapkan
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di Indonesia, tetapi dalam penerapannya belum berjalan dengan baik. Karena mental
birokrasi pemerintah yang masih rendah, yang masih rawan terhadap penyuapan,
korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Discretionary system
Pemanfaatan ruang yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada
pertimbangan pejabat/lembaga perencanaan yang berwenang untuk menilai proposal
pembangunan yang diajukan.

3. Zoning regulation/peraturan zonasi
Pembagian lingkungan kota dalam zona-zona dan menetapkan pengendalian
pemanfaatan ruang yang berbeda-beda (Barnett, 1982)

4. Development control/permit system
Mengatur kegiatan pembangunan yang meliputi pelaksanaan kegiatan pendirian
bangunan, perekayasaan, pertambangan maupun kegiatan serupa lainnya dan atau
mengadakan perubahan penggunaan pada bangunan atau lahan tertentu (Khulball &
Yuen, 1991).  Memungkinkan tetap dilaksankannya pembangunan sebelum terdapat
dalam dokumen rencana.
Pemerintah sebagai regulator dalam pembangunan tentunya memiliki landasan

kewenangan tehadap pengendalian pembangunan. Berikut ini Landasan Kewenangan
Pemerintah dalam Pengendalian Pembangunan :
1. Bundles of rights (hak atas lahan)
2. Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan

dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan.
3. Police power (pengaturan)
4. Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian

pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya) untuk
menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Seringkali dianggap
sebagai‘limitation of private property/individual rights’.

5. Eminent domain (pencabutan hak atas lahan)
6. Yaitu kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas

kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum.
7. Taxation

Yaitu kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum
terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum.

8. Spending power (Government Expenditure)
Yaitu kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum (melalui
APBN dan atau APBD).
Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui

pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan
kebutuhan akan ruang. Namun di lain pihak, pemerintah juga harus menjaga agar
pertumbuhan pembangunan tidak “over” agar tidak terjadi hal yang buruk.  Tentunya harus
diupayakan jalan tengah yang terbaik agar pengendalian pembangunan dalam hal
pemanfaatan ruang  terus dilakukan oleh pemerintah.

C. Pengawasan pembangunan
Dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi pembangunan, menurut  Frederick
Mozier (1880) kita harus menumbuhkembangkan pertanggungjawaban (responsibilitas).
Terdapat dua macam pertanggungjawaban, yaitu :
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1.  Pertanggungjawaban objektif.
Yaitu seorang pejabat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya di
organisasi yang sama/departemen yang sama. Lalu atasannya mengkaji apakah kinerja
pegawai tersebut telah sesuai dengan hukum atau tidak. Pertanggungjawaban objektif
relevan dengan internal kontrol. Bentuk pengawasan yang termasuk internal control adalah
pengawasan administratif dalam administrasi pembangunan.

2.  Pertanggungjawaban subjektif.
Yaitu seorang pejabat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada siapapun yang
layak diberi pertanggungjawaban misalnya DPR, rakyat, dan lain sebagainya baik dari
dalam maupun dari organisasi tetapi layak mendapatkan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban subjektif relevan dengan external control. Bentuk pengawasan  yang
termasuk external control adalah pengawasan legislatif, pengawasan yudisial, dan
pengawasan social

6.3 Pelaksanaan di Indonesia
Tata cara pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang

dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga/skpd, dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Lembaga pemerintah yang menangani bidang pengawasan
adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Adapun pengertian dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah
Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. BPKP telah mengalami
serangkaian metamorfosa yang dimulai pada tahun 1936 berdasarkan besluit Nomor 44
tanggal 31 Oktober 1936 berbentuk Djawatan Akuntan Negara/DAN (Regering
Accountantsdienst) dan berada di Bawah Departemen Keuangan yang bertugas melakukan
penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

Kemudian pada tahun 1959-1966 DAN menjadi Unit Eselon I di Lingkungan
Departemen Keuangan dengan nama Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara
atau yang lebih dikenal sebagai DJPKN. Perubahan struktur dan penataan kelembagaan
tersebut terus berjalan pada tahun 1968-1971 hingga akhirnya pada tahun 1983 dengan
diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei1983 maka
DJPKN ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan Keppres tersebut maka BPKP
secara resmi didaulat untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Lebih dari 30 tahun, Indonesia telah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai
indikator keberhasilan dalam pembangunan. Dengan paradigma pembangunan yang
dianut, pertumbuhan ekonomi, paling tidak sebelum terjadi krisis ekonomi, melaju dengan
tingkat pertumbuhan hampir mencapai 8% per-tahun. Namun demikian, sangat
disayangkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tersebut harus ditebus dengan kerusakan
sumber daya alam dan lingkungan. Kerusakan lingkungan (atau faktor yang mempunyai
potensi menimbulkan kerusakan lingkungan) tidak menurun bahkan cenderung meningkat
yang terlihat pada beberapa sektor strategis di dalam pembangunan Indonesia seperti
sektor kehutanan, pertanian dan perikanan maupun pertambangan. Hal ini sebagai akibat
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pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang cenderung mengarah pada pola
pengelolaan yang berorientasi jangka pendek.

Untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk, arah pembangunan kedepan harus
ditegaskan bahwa pendayaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara
terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya
dukungnya dengan mengutamakan kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian
fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam
menentukan strategi pembangunan, aspek lingkungan harus dijadikan pertimbangan
utama. Konsep ini pada dasarnya mengandung aspek daya dukung lingkungan dan
solidaritas antar generasi.

Permasalahan degradasi kualitas lingkungan dan sumber daya alam juga disebabkan
karena tidak terselenggaranya good governance atau kepemerintahan yang baik. Hal ini
terlihat dari tidak efisiennya lembaga perwakilan, banyaknya kasus korupsi, dan belum
berdayanya masyarakat. Hal ini karena belum terciptanya mekanisme yang dapat
menjembatani kepentingan masyarakat, sektor bisnis, dan pemerintah, terutama untuk hal-
hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai
kesejahteraan dan kesetaraan, serta meningkatkan kualitas hidup sangat diperlukan. Selain
itu,  belum  ada kesadaran responsive dari berbagai pihak dalam menangani isu-isu
pembangunan yang kritis.

Walaupun Indonesia secara sadar telah mengakui konsep pembangunan berkelanjutan
dan bahkan telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkenaan dengan
pembangunan dan isu-isu lingkungan, namun implementasi konvensi-konvensi tersebut
masih belum berjalan mulus. Beberapa konvensi meskipun telah diturunkan ke dalam
Undang Undang, pengawasan pelaksanaannya dan penegakan hukumnya masih sangat
lemah.

Dengan demikian jelas bahwa adanya suatu lembaga yang berwibawa yang mampu
memberi masukan nasehat kepada Presiden untuk : (a) menerjemahkan dan
mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks Indonesia; (b)
merumuskan arah pembangunan jangka panjang dalam kerangka pikir berkelanjutan; (c)
memadukan pemikiran konservasi lingkungan dan pembangunan; (d) mengakomodasikan
pandangan pemerintah, badan usaha dan masyarakat sipil; dan (e) menjabarkan dan
memantau pengimplementasian berbagai kesepakatan dan konvensi internasional yang
berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan memiliki tugas pokok :
1. Merumuskan dan mensosialisasikan konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat

nasional dan daerah, termasuk upaya mengintegrasikan dimensi sosial dan
perlindungan daya dukung lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan.

2. Membantu Presiden dalam pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan strategis
di bidang pembangunan berkelanjutan.

3. Membantu Presiden dalam menindaklanjuti dan melaksanakan pelaksanaan
kesepakatan internasional yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

6.4 Peran Dan Tugas Sesuai Pengamalan Pancasila

Berdoa sebelum dan setelah menolong pasien Mengajarkan pasien untuk
menyerahkan hasil pertolongan lepada Tuhan YME .Manusia Indonesia percaya dan
taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-
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masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati kepercayaan dan
agama pasien Tidak memaksakan kehemdak mengenai kebiasaan berdoa dan beribadah
kepada orang lain Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang
Maha Esa. Menghormati kebiasaan berdoa dan beribadan pasiennya Menghormati agama
orang lain Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetap menjaga kerukunan umat beragama meskipun
berbeda-beda kepercayaan dan agama Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa. Memegang teguh prinsip bahwa agama dan kepercayaan menyangkut
hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.Mengembangkan sikap saling
menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing Menghormati kebebasan pasien untuk berdoa dan beribadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya dan membimbing untuk selalu berdoa sesuai keyakinannya
Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada
orang lain. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada pasien.

Kehidupan manusia tanpa mengenal Ketuhanan Yang Maha Esa dapat mengakibatkan
mereka kehilangan nilai – nilai etik, moral dan spiritual. Tanpa manusia yang adil dan
beradap, kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi justru akan
memerosokkan nilai – nilai kemanusiaan ke dalam tempat yang rendah. Tanpa nilai
persatuan dan kesatuan, bangsa indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam,
misalnya perpecahan antar suku bangsa, antar agama atau ras.Tanpa nilai – nilai
kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan – kekuatan pemerintah yang
sewenang – wenang yang akhirya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat.
Tanpa nilai – nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat,
akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Lebih lanjut hal ini dapat
menimbulkan keresahan dan keresahan dan perpecahan yang selanjutnya dapat
membahayakan kelestarian hidup bangsa dan negara.Oleh sebab itu, nilai – nilai luhur
yang terkandung dalam pancasila mutlak harus dihayati dan diamalkan oleh masyarakat
Indonesia, agar kita dapat terhindar dari akibat – akibat buruk yang dibawa oleh zaman
tersebut. Nilai – nilai persatuan tapi universal yang terkandung dalam pancasila dapat
menjadi jati diri bangsa Indonesia. Ketika kita dihadapi oleh berbagai persoalan
multidimensional dan mulai kehilangan arah, maka ada pihak yang mengusung budaya
kearab – araban pada satu sisi dan kebarat – baratan pada satu sisi yang lain, maka
pancasila menjadi jawaban yang relevan. Sebagai nilai – nilai dasar, pancasila telah
mencakup semuanya. Kesadaran akan nilai – nilai universal yang ada di Indonesia telah
terangkum semuanya didalam pancasila. Pancasila harus di buat bermakna bagi kehidupan
kita agar tidak hanya menjadi sekedar konsep yang sewaktu – waktu bisa dibuang, karena
itu kesadaran pancasila harus muncul dari bawah. Nilai – nilai dasar sangat penting untuk
selalu dimaknai kembali, karena generasi dimasa mendatang belum tentu bisa menghayati
pancasila sebagai perekat dasar yang mempersatukan Indonesia. Hal tersebut akan sulit
sekali dicapai jika kita tidak berusaha memaknai kembali nilai – nilai luhur pancasila.

Bidan adalah sebuah profesi yang khusus, dinyatakan sebagai sebuah pengertian
bahwa bidan adalah orang pertama yang melakukan penyelamatan kelahiran sehingga ibu
dan bayinya lahir dengan selamat. Tugas yang diemban bidan berguna untuk kesejahteraan
manusia. Tugas bidan menjadi sangat penting dalam menurunkan angka kesakitan dan
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kematian ibu dan anak. Pengamalan pancasila bagi bidan sangat penting. Seorang bidan
yang melaksanakan pancasila dengan baik dalam kehidupan sehari – hari akan menjadi
warga negara yang baik dan menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Bidan selalu
bersikap tenggang rasa dan tepa selira dalam mengahdapi pasien.Mengembangkan sikap
tidak semena-mena terhadap orang lain.Tidak berlaku semana-mena terhadap klien
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
dan Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Bangsa Indonesia menyatakan
kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beragama berdoa
sebelum dan setelah menolong pasien. Mengajarkan pasien untuk menyerahkan hasil
pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Manusia Indonesia percaya dan taqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-
masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati kepercayaan dan
agama pasien. Tidakaa memaksakan kehendak mengenai kebiasaan berdoa dan beribadah
kepada orang lain. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
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